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ABSTRAK 
ELVIRA WULANDARI (B12112174), dengan judul Implementasi 
Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap 
Penetapan Kuota Ibadah Haji (Studi Pada Kantor Kementerian Agama 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh Prof. Dr. 
Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku pembimbing I dan Dr Romi 
Librayanto,S.H.,M.H. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 
kewenangan Kementerian Agama di kota Makassar dalam Penetapan 
kuota ibadah haji dan untuk mengetahui prinsip Adil dan proporsional 
dalam penetapan Kuota ibadah haji.  
Penelitian ini bersifat Normatif Empiris. Pengumpulan data 
dilakukan dengan melakukan observasi langsung di Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Kota Makassar pada pejabat Bidang Haji dan 
Umrah. Dan menggunakan kajian kepustakaan dari berbagai literatur 
terkait. 
Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kota Makassar tahun 2015 
belum terlaksana dengan baik karena tidak seimbangnya antara pendaftar 
calon jemaah haji dengan batasan kuota haji yang ditetapkan setiap tahun 
sehingga sebagian calon jemaah haji harus menunggu/mengantri 10 
tahun atau lebih untuk diberangkatkan, serta penerapan Prinsip adil dan 
proporsional yang dijalankan Kementerian Agama dalam penetapan kuota 
haji di kota Makassar belum sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, termasuk UU No. 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan ibadah haji, karena belum jelasnya syarat dan 
prosedurnya pemberangkatannya, terdapat beberapa calon jemaah haji 
yang mengantri hanya 2 tahun sudah dapat diberangkatkan namun ada 
pula yang sampai menunggu bertahun-tahun untuk dapat diberangkatkan.   
Kata kunci : Kewenangan, Penetapan Kuota, Prinsip Adil dan Proporsional 
 
 
 
vi 
KATA PENGANTAR 
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta 
alam atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayah yang senantiasa 
membimbing langkah penulis sehingga penulis mampu merampungkan 
skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata 
Satu (S1) Prodi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.  
Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang 
selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu 
berada dijalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga 
semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai 
ibadah di sisi-Nya.  
Segenap kemampuan penulis telah dicurahan dalam penyusunan 
tugas akhir ini. Namun demikian, wlaupun dalam proses penyusunannya 
cukup banyak hambatannya, kesemuanya dapat dilewati dengan baik 
berkat adanya Ridha Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa 
kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai mahluk ciptaannya, 
penulis memiliki banyak keterbatasan namun penulis senantiasa berusaha 
melakukan upaya terbaik dalam penulisan ini.  
Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 
tercinta dan terkasih Ibundaku Marsufa Marzuki, S.Pd, MM dan 
Ayahandaku Drs. H. Abdul Rafik Idrus, M.Pd yang telah menjadi orang tua 
terhebat sejagad raya, atas segala doa, restu, dan dukungan dalam 
vii 
berbagai wujud yang kesemuanya menjadi penopang tegaknya semangat 
penulis untuk dapat menjangkau tahap berikutnya. Terima kasih karena 
telah senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis 
tidak pernah kendor dari semangat untuk dapat merampungkan skripsi ini. 
Serta Kepada saudara sekaligus kakak penulis Muammar Ziaul Haq, SE 
dan Adik-adik penulis Ahsanul Gibran dan Raihan Al Qadri yang setiap 
saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda, tangis 
dan tawa.  
Masih dalam kaitan dengan penulisan ini, terima kasih penulis 
haturkan pula kepada:  
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta segenap staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing 
dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada 
penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.  
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.S., Selaku pembimbing I, 
ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia 
membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
viii 
5. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang 
senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam 
membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
6. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. Ibu Prof 
Dr. Marwati Riza S.H., M.Si dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., 
M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga 
dalam penyusunan skripsi ini;  
7. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang 
senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan;  
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Devy Zalsabilah, Bayu Agustri, dan 
Muh. Arya Harisa yang telah berjuang bersama penulis dan 
memberikan bantuan, arahan serta smengat yang tiada henti-
hentinya kepada penulis, serta orang-orang yang selalu ada dalam 
suka maupun duka yang di alami penulis. 
9. Sahabat-Sahabat saya Andi Arhami SH, Ledy Sartika SH, Nurlaila 
Amalia SH, Victoria Pasari, Aulia Felisa SH, Almira Denaneer SH, 
mahasiswa HAN A, HAN B Fakultas Hukum UNHAS, yang selalu 
membantu dalam berbagai hal kepada penulis.  
10. Dinda Musdalifa Anwar S.farm dan Gadis Putri Amalia S.IP yang 
tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan yang tidak 
disadari memberikan banyak arti bagi penulis. 
ix 
11. Kakanda Ardiasyah, Gina Djarigau, Zakiah Muslamat, dan Elly 
Efriyani yang senantiasa menyemangati dan membantu dalam 
pengerjaan skripsi ini hingga selesai. 
12. Seluruh keluarga, kerabat, teman atau apapun statusnya yang telah 
hadir dalam hidup penulis baik secara langsung maupun tidak 
langsung atas segala bentuk dukungan terutama atas ketulusan 
doa demi kebaikan penulis maka dengan segenap hati penulis 
menghaturkan terima kasih. 
Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang 
telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, 
semoga tulisan ini (skripsi) dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama 
dalam menambah khasana perkembangan hukum di Indonesia. Segala 
bentuk saran, kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar 
kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Wassalamu Alaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh 
Makassar, 11 Juli 2016  
 
Penulis  
 
  
x 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .............................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................  ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................  iii 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI .........................  iv 
ABSTRAK ..........................................................................................        v 
KATA PENGANTAR ..........................................................................  vi 
DAFTAR ISI .......................................................................................        x 
 
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah ....................................................  1 
B. Rumusan Masalah .............................................................  10 
C. Tujuan Penelitian ...............................................................  10 
D. Manfaat  Penelitian ............................................................  11 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................  13 
A. Hak Menjalankan Agama dan Kepercayaan di Indonesia ..  13  
1. Pengakuan Atas Hak Menjalankan Agama dan  
Kepercayan menurut UUD NRI Tahun 1945  ................  13 
2. Ibadah Haji dalam Pandangan Islam  ...........................  32 
B. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji ..........................      36 
1. Pengertian Penyelenggaraan  ......................................  36 
2. Pengertian Ibadah Haji .................................................      39 
xi 
3. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji ....................      41 
C. Asas-Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji ..........................      43 
1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .................      43 
2. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji ..........      49 
D. Jenis-Jenis Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ............  51 
1. Ibadah Haji Reguler  .....................................................  51 
2. Ibadah Haji Khusus ......................................................    53 
E. Kebijakan Umum dan Kegiatan Pelaksanaan Ibadah  
Haji Reguler  .....................................................................  54 
1. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Ibadah  
Haji Reguler  ................................................................  54 
2. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji Reguler .................   57 
F. Penetapan Kuota Haji ........................................................  58 
1. Kuota Haji Nasional ......................................................  61 
2. Kuota Haji Provinsi .......................................................  62 
3. Kuota Haji Kabupaten/Kota ...........................................  62 
4. Prinsip-prinsip Pentapan Kuota Haji..............................  63 
G. Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan  
Ibadah Haji  ........................................................................  64 
1. Pengertian Kewenangan  ..............................................  64 
2. Kewenangan Kementrian Agama sebagai  
Penyelenggara Ibadah Haji  ..........................................  71 
 
xii 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian ...................................................................  74 
B. Jenis dan Sumber Data ......................................................  74 
C. Lokasi Penelitian ................................................................  75 
D. Subjek Dan Objek Penelitian  .............................................  75 
E. Teknik Pengumpulan Data .................................................   75 
F. Analisis Data  .....................................................................  77 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................  79 
A. Analisis Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kota  
Makassar ..........................................................................  79 
B. Analisis Prinsip Adil dan Proporsional dalam Penetapan  
Kuota Haji di Kota Makassar .............................................  88 
 
BAB V PENUTUP ..............................................................................  97 
A. Kesimpulan ......................................................................   97 
B. Saran ...............................................................................  97 
 
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................  99 
 
 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan: “Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya 
itu”1. Negara mengakui kebebasan beragama setiap individu sesuai 
keyakinannya masing-masing, penegasan tersebut dimaksudkan untuk 
mengatur pelaksanaan ibadah tiap-tiap individu agar tercipta keteraturan 
dan ketertiban dalam masyarakat. Substansinya adalah kebebasan untuk 
memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing yang merupakan hak dasar bagi seluruh 
rakyat Indonesia karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam 
pelaksanaan ibadah berdasarkan cara dari masing-masing agama yang 
bersangkutan.  
Dengan beragamnya agama yang diakui di Indonesia maka 
konsekuensi logisnya adalah diwujudkannya kebebasan setiap warga 
Negara dalam melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya. 
Pemerintah memfasilitasi dan mengakomodirnya dalam implementasi 
nyata melalui pengaturan yang kompherensif dan sistematis dalam bentuk 
                                                             
1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya, tak terkecuali agama 
Islam. 
 Agama Islam sebagai agama yang diakui dengan pemeluknya 
mayoritas dari keseluruhan penduduk Indonesia, pengaturan beberapa 
aspek dalam proses ibadah yang dilakukan tentunya perlu adanya. 
Contohnya pengaturan tentang tata cara berzakat, infaq, sedekah, hibah 
maupun pengaturan pelaksanaan ibadah haji. Tujuan salah satunya ialah 
tertibnya proses tersebut ditengah masyarakat Indonesia yang heterogen. 
Khusus untuk pengaturan pelaksanan haji bagi umat islam menjadi 
penting dewasa ini ditengah banyaknya permasalahan terkait 
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses pendaftaran 
haji dengan segudang pekerjaan rumah pemerintah dalam mensiasati 
membludaknya daftar tunggu calon jemaah yang setiap tahun meningkat 
sampai dengan proses pemulangan dari Arab Saudi dengan jaminan 
keselamatan dari Negara kita sebagai operator penyelenggara haji. 
  Di Indonesia pelaksanaan penyelenggraan ibadah haji berada 
dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Selanjutnya disebut 
sebagai Kemenag RI). Kemenag RI  sebagai operator penyelenggaran 
haji tentunya mempunyai tugas maha penting, selain karena ibadah haji 
merupakan rukun wajib dalam islam, pelaksanaan ibadah haji juga punya 
banyak rangkaian yang tentunya penting untuk menjadi perhatian serius 
pemerintah. 
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  Saat ini penyelenggaran haji didasarkan pada landasan yuridis 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan haji (Selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2008). 
Pemerintah melalui Kemenag RI tentunya wajib merealisasikan tujuan 
utama penyelenggaraan pelaksaaan haji, hal tersebut sebagaimana 
dalam Pasal 3 UU No. 13 tahun 2008 ditegaskan bahwa: 
      “ Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, 
pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji 
sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan 
ketentuan ajaran agama islam”2. 
 Tujuan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya 
dalam pasal tersebut bukan sebagai bunyi pasal hampa saja namun 
menjadi pegangan untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan haji di 
Negara kita. 
Kemudian, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah 
haji, pemerintah Indonesia tentunya punya acuan. Acuannya  pada tiga 
asas sebagai dasar dari penyelenggaraan ibadah haji sesuai UU No. 13 
tahun 2008. Pertama adalah asas profesionalisme, asas ini oleh 
pemerintah Indonesia adalah pengelolaan ibadah haji yang di kelola 
secara profesional dengan jalan mempertimbangkan dan memilih calon 
penyelenggara haji sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang di 
dimiliki oleh setiap penyelenggara ibadah haji tersebut; Kedua asas 
akuntabilitas dengan prinsip nirbala, yaitu penyelenggaraan ibadah haji 
yang di kelola secara akuntabel dengan mengedepankan kepentingan 
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jamaah haji dengan prinsip nirbala yang berarti bahwa penyelenggaraan 
ibadah haji di lakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan 
secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan; Dan 
ketiga asas keadilan, yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang berpegang 
pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-
wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. 
Dengan tujuan dan prinsip dasar tersebut diatas menjadi dasar 
oleh Kemenag RI untuk proses pendaftaran, penetapan kuota haji setiap 
tahunnya, pemberangkatan, sampai dengan pemulangan. Selanjutnya 
didalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 ditegaskan bahwa 
“Pendaftaran jamaah haji dilakukan oleh panitia penyelenggaraan ibadah 
haji dengan mengikuti prosedur dan yang telah memenuhi persyaratan”,  
kemudian pada pasal 26 Ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa 
:“Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftar 
diatur dalam peraturan Menteri3”.  
Hal tersebut  juga didukung pula dengan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan 
Pendaftaran Jamaah haji, menyangkut hal ini dalam pasal (1) ditegaskan 
bahwa: “Pendaftaran jamaah haji dilakukan sepanjang tahun dengan 
prinsip pelayanan keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran 
(nomor porsi)”4. 
                                                             
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
4Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan 
Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji 
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Bagi jamaah haji di Indonesia, pendaftaran untuk melaksanakan 
ibadah haji dilakukan melalui kantor Kemenag RI di Kabupaten/Kota asal 
masing-masing calon jamaah haji. Hal ini berlaku untuk semua program 
haji, baik itu program haji regular, ONH plus maupun program haji khusus. 
Meskipun pada kenyataannya program haji khusus yang mengurus adalah 
travel ONH plus atau kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) namun tetap 
dilakukan pendaftaran melalui Kemenag RI. Karena pada dasarnya, 
mekanisme pendaftaran haji yang dilakukan oleh Kemenag RI 
dimaksudkan untuk menertibkan dan memudahkan sistem administrasi 
yang akan dilakukan.  
Sedangkan dalam hal penetapan kouta haji, Kemenag RI terikat 
dalam suatau aturan yang mesti menjadi perhatian khsusus dalam 
penetapan kuota haji. Sebagaimana dalam pasal 28 Ayat (1) UU No. 13 
Tahun 2008 ditegaskan bahwa: “Menteri menetapkan kuota nasional, 
kuota haji khusus, dan kuota haji Provinsi dengan memperhatikan prinsip 
adil dan professional”, selanjutnya Ayat (3) ditegaskan, “Dalam hal kuota 
nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi pada hari 
pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan 
menggunakan kuota bebas secara nasional”5. 
Dengan dasar tersebut Kemenag RI Dalam surat keputusan 
Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2015 tentang penetapan kuota haji 
tahun 1436H./2015M bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 
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1436H/2015M perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan 
prinsip adil dan proporsional, dan yang paling penting perlu 
mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia  atau jumlah 
daftar tunggu jemaah haji pada masing-masing provinsi6.  
Berkaitan dengan penetapan kuota haji setiap tahunnya tidaklah 
berjalan mulus,  karena 2 tahun sebelumnya yakni di tahun 2013, ditengah 
membludaknya daftar tunggu calon jamaah haji, kuota haji Nasional di 
Indonesia mengalami pengurangan kuota, salah satu penyebabnya 
adalah renovasi masjidil haram di Mekah sehingga daya tampung jamaah 
di Mekah berkurang. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kemenag 
RI Nomor 121 Tahun 2013 tentang Penetapan kuota haji Nasional tahun 
1434 H/2013M, menjelaskan bahwa adanya perubahan kuota haji 
Nasional 1434 H/2013 M. Menimbang dengan adanya pengurangan kuota 
sebanyak 20% (dua puluh persen) dari 211.000 (Dua Ratus Sebelas Ribu) 
dengan surat Menteri Haji tanggal 22 Rajab 1434 H,yang salah satunya 
dibunyikan bahwa: 
“Menetapkan kuota haji Nasional tahun 1434H/2013M sebanyak 
168.800 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus) orang 
yang terdiri dari kuota Haji reguler sebanyak 152.200 (Seratus Lima 
Puluh Dua Ribu Dua Ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 
13.600 (Tiga belas Ribu Enam Ratus) orang ditetapkan”7. 
 
Dengan pengurangan kuota  tersebut dan mekanisme  
penyelenggraan haji seperti yang diungkapkan sebelumnya justru 
                                                             
6Kementerian Agama RI, 2015. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 32 
Tahun 2015 tentang penetapan kuota haji tahun 1436H./2015M. Jakarta. 
7Kementerian Agama RI, 2013. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 121 
Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuota Haji Nasional tahun 1434 H/2013M. Jakarta. 
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menimbulkan kekhawatiran bagi calon jamaah, sehingga mereka 
berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. 
Akhirnya terjadi penumpukan pendaftar, yang semakin bertambah banyak 
dari tahun ke tahun. Awalnya mekanisme itu berjalan lancar artinya 
pendaftaran tahun ini, pada tahun berikutnya sudah berangkat, tapi 
mekanisme itu hanya berjalan 2 tahun saja. Pada tahun ke 3, masa tunda 
keberangkatan jamaah haji menjadi 3 sampai 4 tahun, dan akhirnya 
sekarang ini masa tunda keberangkatan haji sampai 7 sampai 8 tahun 
yang akan datang ini berarti semakin hari masa tunda itu akan semakin 
lama.8 
Kemudian meningkatnya kuota jamaah haji tahun 2015 di 
Indonesia tak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan. Sejumlah 
persoalan klise seperti pembinaan, pelayanan, dan perlindungan masih 
dialami para jamaah haji Indonesia. Pelayanan pemerintah terhadap 
jamaah haji belum maksimal karena minimnya pengawasan menjadi 
persoalan utama rendahnya mutu pelayanan jamaah haji. Padahal UU haji 
telah mengamanatkan penyelenggara untuk memberikan kenyamanan 
pada jamaah selama prosesi ibadah haji. Optimalisasi pengawasan 
penyelenggaraan haji mutlak diperlukan untuk perbaikan ibadah haji.9 
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa 
saat ini jumlah jamaah kota Makassar  yang mengantri pertanggal 21 Mei 
                                                             
8  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Prosedur 
dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji 
9 http://www.republika.co.id/haji2015. Diakses tanggal 26 Mei 2016 Pukul 19.00 
Wita. 
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2015 yang berhak melunasi dan cadangan 5% berjumlah 906 orang 
jamaah, dan diperkirakan rata-rata  dalam per tahun 100 orang jamaah 
yang mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Makassar. 
Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi haji dan umrah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, 
menyebutkan bahwa kondisi yang demikian telah menimbulkan keresahan 
yang makin meluas bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kota 
Makassar yang akan menunaikan ibadah haji kondisi itu juga 
menimbulkan beban kejiwaan, khususnya bagi masyarakat yang sudah 
usia lanjut dan baru mempunyai kemampuan biaya untuk menunaikan 
Ibadah haji karena mereka berpikir semakin tahun usia semakin tua kalau 
tertunda 7 sampai 8 tahunan apakah kiranya kesehatannya masih baik 
atau bahkan masih sempat berangkat karena faktor kesehatan. Secara 
sederhana, adanya masa tunggu yang lama itu menambah beban 
psikologis yang bisa membuat orang stress. Jika itu sampai terjadi, maka 
akan menimbulkan kekecewaan dikalangan calon jamaah yang telah 
mengantri dari beberapa tahun yang lalu10. 
Dampak dari hasil Keputusan Pemerintah Arab Saudi untuk 
mengurangi kuota haji Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) tentu 
berpengaruh terhadap pemberangkatan jamaah haji  khususnya di kota 
Makassar  dan perlu segera diantisipasi, selain negosiasi agar kuota tetap 
dipertahankan atau minimal tidak sampai 20% (dua puluh persen) 
                                                             
10Wawancara Kepala Bidang Haji dan Umrah Kementerian Agama  Kota 
Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.Tanggal 18 Maret 2016. Pukul 10.30 WITA 
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pemotongannya. Pemerintah juga didesak agar dalam kewenangannya 
dapat menjelaskan mekanisme cara penentuan siapa saja calon jamaah 
Haji yang diberangkatkan tahun ini dan siapa pula yang ditunda 
pemberangkatannya tahun berikutnya. Di samping persoalan teknis 
seperti itu, yang perlu ditegaskan pemerintah adalah penyelesaian 
penumpukan pendaftar calon jamaah Haji, bahwa seluruh kuota yang ada 
harus diberikan kepada calon jamaah yang sudah resmi terdaftar. Dalam 
artian jangan ada rombongan pejabat pemerintah yang membawa 
rombongan keluarga, teman atau kerabat lainnya11. 
Namun pada kenyataanya terdapat fenomena pemanfaatan sisa 
kuota yang di lakukan oleh pejabat Negara, dalam kasus 
penyelenggaraan ibadah haji yang membelit mantan menteri agama 
Suryadharma Ali. Terhadap kesaksian Sri yang menjadi saksi di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di Jakarta, pada hari Rabu 
(21/10/2015), yang menyebutkan bahwa Sebanyak 39 orang pada 2012 
diajukan mantan menteri surya dharma ali untuk menggunakan sisa kuota 
haji nasional yang masih kosong sebanyak 2.585 kursi. Setelah itu, 
terdapat sebuah permohonan lagi, yakni memasukkan daftar rombongan 
pada kategori petugas haji sehingga tidak perlu membayar Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), padahal pada 2012 kuota untuk 
petugas haji telah habis, Jadi 39 orang itu akhirnya dimasukkan dalam 
kuota haji yang masih tersisa pada saat itu, walaupun statusnya sebagai 
                                                             
11http://suaramerdeka.beritaaktualhaji: diakses tanggal 20 Maret  2016. Pukul 19. 
45 Wita 
 10 
petugas haji pada data yang dikirim ke pihak Arab Saudi, Sehingga ada 
indikasi penggunaan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip 
adil dan proporsional12. 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap 
permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Implementasi 
Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap 
Penetapan Kuota Ibadah Haji” (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Implementasi Penetapan Kuota Haji di kota 
Makassar? 
2. Apakah penetapan kuota haji di kota Makassar telah sejalan 
dengan prinsip adil dan proporsional ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Penetapan Kuota Haji di kota 
Makassar; 
                                                             
12http://www.antaranews.com/berita diakses tanggal 20 Mei  2016. Pukul 20.00 
Wita. 
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2. Untuk mengetahui bahwa penetapan kuota haji di kota 
Makassar telah sejalan dengan prinsip adil dan proporsional. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam 
kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian akan 
mempunyai nilai apabila pengamatan tersebut memberi manfaat dan 
kegunaan bagi banyak pihak. 
1. Secara teoritis  
a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah hasil 
penelitian tentang kewenangan kantor Kementerian Agama 
terhadap pelaksanaan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Selatan 
khususnya dalam penetapan kuota haji; 
b) Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang ingin melakukan 
penelitian yang sama. 
2. Secara praktis 
a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap 
perkembangan hukum administrasi negara terkait penyelenggaraan 
ibadah haji di Provinsi Sulawesi Selatan. 
b) Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan ibadah haji di 
Provinsi Sulawesi selatan,sehingga dapat menjadi bahan 
pembelajaran bagi penulis. 
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3. Manfaat Teknis 
a) Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Makassar, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dan masukan tentang pelaksanaan ibadah haji di kota Makassar, 
Sehingga dapat menjadi rujukan bagi seluruh pihak untuk 
memperbaiki kinerjanya. 
b) Bagi Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini diharapkan dapat 
berguna sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Makassar 
khususnya dalam dalam penetapan kuota haji. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hak Mejalankan Agama dan Kepercayaan di Indonesia 
1. Pengakuan atas Hak Menjalankan Agama dan Kepercayaan 
Menurut UUD 1945 
a. Hak Asasi Manusia  
Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan hak asasi 
manusia yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya pada Bab XI 
yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak 
tentang jaminan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan 
keyakinannya masing-masing diatur dalam pasal 29 Ayat (2) yang 
berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu”13. 
Berikutnya ialah dalam Pasal 28E ayat-ayatnya dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu berbunyi 
sebagai berikut14 :  
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
                                                             
13  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
14 Ibid. 
 14 
tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta 
berhak kembali;  
2)  Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hati nuraninya.; 
3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat. 
   Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi 
sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta 
menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan 
martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau 
fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling 
mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak 
satupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. 
Misalnya hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki 
kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lainnya.15 
   Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB sebagaimana dikutip 
Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-
hak yang melekat pada manusia.16 Hak Asasi Manusia adalah hak 
manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia 
                                                             
       15Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta, 
hlm. 281. 
      16 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan hak-hak asasi manusia, Dana Bakti Prima 
Yasa, Yogyakarta, hlm. 52. 
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berada. Tanpa adanya hak ini maka berkuranglah harkatnya sebagai 
manusia yang wajar.17 
   Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat 
mendasar (grounded). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang 
bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara 
universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya 
Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh 
mana kehidupan kita member tempat yang wajar kepada 
kemanusiaan.18 
Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di 
samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan 
manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk 
dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. 
Adanya hak pada seseorang berarti bahwa dia mempunyai suatu 
“keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk 
diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, 
adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta 
daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada 
pada orang lain.19 
                                                             
17 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (eds), Hukum Hak Asasi 
manusia, Cet kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 11. 
18 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 
sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm. 47. 
19 Ibid. hlm. 48. 
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Menurut Donelly “dalam buku yang di tulis oleh Al Khanif” 
menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang universal, 
bukan keuntungan, tanggung jawab, keistimewaan, atau beberapa 
bentuk pemberian lainnya tetapi melainkan diberikan sebagai akibat 
dari martabat seseorang sebagai manusia. Seseorang tidak perlu 
mempunyai status tambahan kecuali sifat alamiah manusia sebagai 
mahluk yang bermartabat untuk mendapatkan hak asasi manusia. 
Oleh karena itu dari definisi, hak asasi manusia bersifat universal 
karena hak itu mempunyai dimensi yang sama dimanapun manusia 
berada. 20 
Karena sifat hak asasi manusia adalah universal, maka hak 
tersebut tidak hanya saja diberikan kepada semua individu melainkan 
juga ada kewajiban universal bagi seluruh individu untuk 
memperlakukan dengan baik individu-individu yang kehilangan 
haknya. Kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat 
materi lainnya seperti melihat latar belakang atau ciri fisik seseorang, 
melainkan harus dilaksanakan dengan asas persamaan hak bagi 
sesama manusia. Hal ini harus dilakukan karena hak tersebut 
bukanlah sebuah “keuntungan atau keistimewaan‟ yang diberian 
kepada individu-individu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, hak 
asasi manusia harus diberikan secara menyeluruh, tidak berdasarkan 
pada sebab lain kecuali melihat manusia sebagai mahluk yang 
                                                             
20 Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Yogyakarta, LaksBang 
Mediatama, hlm. 80-82. 
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bermartabat. Oleh sebab itu, hak asasi manusia berkaitan sangat erat 
dengan peningkatan martabat manusia sebagai penerima hak 
tersebut. 
Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, seseorang tidak perlu 
menjadi mahluk atau berperilaku secara khusus melainkan hanya 
berdasarkan statusnya sebagai manusia sebagai mahluk yang 
bermartabat. Status sebagai manusia itulah yang menyebabkan dia 
berhak untuk menerima hak-hak tersebut. Hak ini dikarenakan sifat 
dasar dari hak asasi manusia yang universal, tidak mengenal strafikasi 
sosial atau praktik-praktik lain yang membedakan status dasar 
manusia sebagai mahluk yang bermartabat. Artinya hak asasi manusia 
harus diberikan kepada manusia berdasarkan sifat dasar hak asasi 
manusia yang diberikan kepada semua manusia tanpa melihat status 
sosial seseorang. Jika dia manusia sudah seharusnya dia mempunyai 
hak yang sama dengan manusia yang lainya. Atas dasar kealamiahan 
hak asasi manusia itulah maka semua jenis tindakan manusia harus 
memperhatikan hak-hak manusia lainnya. Artinya ketika seseorang 
mengklaim haknya, maka dia juga harus menghormati hak orang lain 
karena pelaksanaan hak tidak boleh bertentangan dengan kebebasan 
orang lain.  
Semua manusia mempunyai hak yang sama, tidak ada 
perbedaan hak tersebut atas dasar pebedaan warna kulit, jenis 
kelamin, agama, bahasa atau atas perbedaan apapun. Oleh karena itu 
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pelaksanaan hak tidak boleh semena-mena karena hak seseorang 
juga dibatasi oleh hak orang lain dengan prinsip proporsionalitas di 
dalam hak asasi manusia.  
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup manusia 
melalui pembangunan juga harus memperhatikan aspek-aspek hak 
asasi manusia. Hal ini dikarenakan sebuah pembangunan untuk 
kesejahteraan sebuah Negara. 
b. Hak Warga Negara  
Salah satu unsur Negara adalah rakyat, yakni manusia yang 
mendiami teritotial Negara tersebut. Mereka dianggap sebagai satu 
kesatuan. Negara hanya memiliki satu territorial saja, begitu juga 
Negara hanya memiliki satu rakyat, dan kesatuan territorial adalah 
kesatuan hukum. Kesatuan ini dibentuk oleh kesatuan tatanan hukum 
yang berlaku bagi para individu yang dianggap sebagai rakyat dari 
Negara tersebut. Rakyat Negara adalah para individu yang 
perbuatannya diatur oleh tatanan hukum nasional, yakni bidang 
validitas personal seperti bidang validitas territorial dari tatanan hukum 
nasional itu terbatas, begitu pula bidang validitas personalnya. 
Seseorang termasuk rakyat dari suatu Negara tertentu jika dia 
termasuk dalam bidang validitas personal dari tatanan hukumnya.21 
Negara adalah wadah dan institusi yang di dalamnya berdiam 
individu- individu, kelompok masyarakat, dan suku bangsa yang 
                                                             
     21 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Diterjemahkan dari buku 
Hans Kelsen : General theory of law and state, penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit 
Nusa Media, Bandung, hlm. 330-331. 
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disebut warga Negara. Negara merupakan institusi penjelmaan dari 
keinginan dan kebutuhan warga Negara. Negara merupakan 
organisasi pengusung tujuan-tujuan luhur warga Negara. Tanpa warga 
Negara, tidak ada Negara. Oleh karena itu, Negara harus 
mengimplementasikan maksud dan tujuan serta kepentingan warga 
Negaranya. 
Jadi yang dimaksudkan dengan hak warga Negara adalah hak 
yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal dalam suatu Negara, dan 
Negara mengakuinya dengan berbagai prinsip kewarganegaraan yang 
umumnya dianut oleh setiap Negara. Hak itu meliputi hak untuk 
memperoleh pengakuan kewarganegaraan, hak untuk bergerak bebas 
dalam Negara, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya, 
dan hak atas suaka politik. 
Pengertian warga Negara secara umum menurut kamus besar 
bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah Negara atau bangsa 
berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang 
memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga Negara dari 
Negara itu. Bagi Negara Indonesia, pengertian tentang warga Negara 
Indonesia diatur oleh UUD 1945 pasal 26 Ayat : ( yang menjadi warga 
Negara ialah orang- orang Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain 
yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga Negara)22. 
                                                             
22 Tim Pengajar FH-UMI Makassar, Buku Ajar Hukum & Kewarganegaraan, PT 
Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.8-10. 
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Dalam UUD 1945 setelah amandemen, hak dan keajiban warga 
Negara ialah sebagai berikut23 : 
a. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 
27 Ayat (1) menyatakan segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya. Pasal ini menujukkan di samping adanya 
keseimbangan antara hak dan keajiban, juga tidak ada 
diskriminasi antar warga Negara di dalam hukum; 
b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat 
(2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak. Pasal ini memancarkan asas keadilan 
sosial dalam rangka upaya mempertahankan hidup (hak untuk 
hidup); 
c. Hak dan Kewajiban bela Negara, Pasal 27 Ayat (3). Setiap 
warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan Negara. 
d. Hak Kebebasan/kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 
28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan 
dengan undang-undang. Pasal ini menetapkan hak warga 
Negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, 
                                                             
23 Ibid., hlm 10. 
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mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini 
mencerminkan asas demokratis yang dapat dikembalikan 
kepada hak asasi dasar kebebasan, yang pada gilirannya dapat 
melahirkan hak asasi politik (political rights) 
e. Hak dan kewajiban ikut serta upaya hankam, Pasal 30 
menegaskan: 
1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam 
usaha pertahanan dan keamanan Negara 
2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan 
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 
oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara RI, 
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan 
pendukung 
3) Syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha 
pertahanan dan keamanan Negara diatur dengan undang-
undang 
f. Hak warga Negara mendapatkan pengajaran, Pasal 31 Ayat (1) 
Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 
ini menunjukkan bahwa hak pengajaran dan pendidikan 
merupakan pengembangan dari hak asasi sosial dan budaya  
g. Hak warga Negara mendapatkan kesejahteraan, Hak-hak ini 
perwujudannya tertuang di dalam pasal 33 dan 34 UUD NRI 
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tahun 1945, atas dasar pasal tersebut setiap warga Negara 
diharapkan bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran 
melalui sistem ekonomi yang diarahkan oleh Negara. Sekiranya 
rakyat menjadi miskin, Negara harus menanggung bebannya. 
Sesuai amanah pasal 34 fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh Negara, Pasal 33 mengamanahkan bahwa: 
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
asas kekeluargaan 
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 
yang hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara 
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
c. Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 
Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang menggambarkan 
konsep kebebasan beragama, bahwasanya tidak ada paksaan untuk 
masuk agama Islam, salah satu nya adalah pada surah al-Baqarah 
ayat ke-256 yang berbunyi: 
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak 
akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”. (Q 2:256). 
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Agama dalam bahasa Arab, yakni Dīn, yang oleh sebagian besar 
penulis kamus sepakat dengan al-Musthafawi bahwa makna pokok 
(primary meaning) nya adalah kepatuhan.24 Tidak mudah 
mendefinisikan agama, apalagi di  dunia  ini  kita menemukan   
kenyataan  bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang 
terhadap agama, ditentukan oleh   pemahamannya terhadap  ajaran 
agama itu sendiri. Ketika pengaruh gereja di Eropa  menindas  para  
ilmuwan  akibat  penemuan  mereka  yang dianggap  bertentangan  
dengan  kitab  suci, para ilmuwan pada akhirnya menjauh dari agama 
bahkan meninggalkannya.25 
Dalam pandangan Islam, keberagamaan adalah fithrah (sesuatu 
yang  melekat pada diri   manusia dan terbawa sejak kelahirannya).26 
Ini berarti manusia tidak dapat melepaskan  diri  dari  agama. Tuhan  
menciptakan  demikian, karena agama merupakan kebutuhan 
hidupnya. Memang manusia  dapat  menangguhkannya sekian lama 
boleh jadi sampai dengan menjelang kematiannya. Tetapi pada 
akhirnya, sebelum ruh meninggalkan jasad, ia akan merasakan 
kebutuhan itu. Memang, desakan pemenuhan kebutuhan bertingkat-
tingkat. Kebutuhan  manusia  terhadap  air   dapat ditangguhkan  lebih  
lama dibandingkan kebutuhan udara. Begitu juga   kebutuhan  
                                                             
24 Hasan al-Musthafawi, al-Tahqīq fī Kalimat al-Qur’ān al-Karīm, (Teheran: Pangah-e 
Tarjameh-o Nasyr-e Kitab, 1365); entri “Din”. 
25 Hasan al-Musthafawi, al-Tahqīq fī Kalimat al-Qur’ān al-Karīm, (Teheran: Pangah-e 
Tarjameh-o Nasyr-e Kitab, 1365); entri “Din”. 
26 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Penerbit UI-Press, 
Jakarta, hlm. 10. 
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manusia makanan, jauh lebih singkat dibandingkan dengan kebutuhan 
manusia untuk menyalurkan naluri seksual. Demikian juga kebutuhan 
manusia terhadap agama dapat ditangguhkan, tetapi tidak untuk 
selamanya 
Harun Nasution memahami agama sebagai ikatan-ikatan yang 
harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal 
dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib 
yang tidak dapat ditangkap panca indera.27 
William James menegaskan bahwa, “Selama manusia masih 
memiliki naluri cemas  dan  mengharap, selama itu pula ia beragama 
(berhubungan dengan Tuhan)”. Itulah sebabnya mengapa perasaan 
takut  merupakan  salah  satu  dorongan  yang  terbesar  untuk 
beragama28. Dan ketika mendekati kebebasan beragama dari sudut 
internal agama dengan mengambil kasus polemik munculnya 
beberapa aliran baru dalam Islam. Dalam Islam munculnya aliran-
aliran bukan hal yang baru, bahkan sudah dimulai sejak kehadiran 
Islam. Fenomena ini misalnya terlihat dalam munculnya beberapa friksi 
aliran teologi, fikih dan dimensi lainnya dalam Islam. 
Kondisi demikian juga memiliki kesamaam dengan fenomena 
munculnya aliran baru di Indonesia. Faktor utama munculnya 
                                                             
27 ibid  hlm. 10. 
28 Ibid., hlm. 10. 
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fenomena tersebut justru berawal dari hakikat agama itu sendiri yang 
memberi peluang munculnya aliran baru. Agama satu sisi memiliki 
dimesi praktis tetapi di sisi lain ia sangat akrab dengan aspek 
metafisik, mistik dan asbtrak. Dimensi kedua ini misalnya 
termanifestasikan dengan adanya konsep ketuhanan, wahyu, malaikat. 
“kelemahannya sisi mistik ini sering “disalahgunakan” oleh seseorang 
ataupun kelompok yang mengaku menerima wahyu atau ilham, 
terlepas apakah itu benar atau tidak tetapi itu wajar terjadi dan tidak 
ada alasan untuk menolaknya karena menyangkut hubungan personal 
seseoang dengan dimensi mistik agama”.29 
Di dalam konsep hubungan antar pemerintah dan warga Negara, 
kebebasan beragama lebih menekankan kepada tidak adanya 
interfensi atau larangan dari Negara terhadap kebebasan beragama 
bagi warga negaranya. Kebebasan beragama bagi warga Negara tidak 
boleh diinterfensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah 
maupun produk perundang-undangan sekalipun. Praktik-praktik yang 
mengandung unsur interfensi terhadap kebebasan individu harus 
memeperhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-
praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan untuk memiliki 
semua hak yang telah diatur di dalam hak asasi manusia harus 
                                                             
29 Sahiron Syamsuddin, Disampaikan pada Seminar “Prospek Kebebasan Beragama; 
Belajar dari Masa Lalu”, (Yogyakarta: oleh Religious Reform Project (Repro), Community 
for Religion and Social engineering (CRSe) dan Senat Fakultas Ushuluddin UIN 
Yogyakarta, pada 12 Februari 2008. 
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diberikan oleh Negara kepada semua individu yang ada di dalam 
wilayah kedaulatannya. 
Lebih lanjut, John Kersey mengartikan “dalam buku Al Khanif, 
2010 hal 88” menyatakan bahwa kebebasan adalah sebagai 
kemerdekaan meninggalkan atau bebas meninggalkan. Artinya, semua 
orang bebas tidak melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak 
memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi kebebasan dari 
kamus hukum Black. Menurut Black, kebebasan diartikan sebagai 
sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali 
larangan yang telah diatur di dalam undang-undang. Kesimpulannya 
adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut 
tidak bertentanagan dengan larangan yang ada di dalam hukum. 
Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau 
interfensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas 
proporsionalitas dan non diskriminasi. 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kebebasan dalam 
hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau 
mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur di dalam instrumen-
instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya 
dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan 
seperti yang diatur di dalam instrumen internasional seperti hak untuk 
menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu 
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keyakinan apapun seperti apa yang telah diatur di dalam intrumen 
internasional tentang hak atas kebebasan beragama30. 
Memang kebebasan manusia harus diatur di dalam perundang-
undangan. Tetapi jika sebuah produk perundang-undangan tersebut 
mengandung interfensi yang diskriminatif, maka selayaknya 
perundang-undangan itu tidak bisa diterapkan. Ini dikarenakan dimensi 
kebebasan tersebut akan terbatasi oleh peraturan-peraturan yang bisa 
menghilangkan kebebasan manusia. 
d.  Kebebasan Beragama dalam Sistem Hukum Indonesia  
Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak-hak tiap warga 
negara dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini 
diatur dalam UUD 1945 dalam Bab XI tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 29 Ayat (2) yang mengatur tentang Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. 
Salah satu tanggung jawab negara yang harus dilakukan oleh 
penyelanggara negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut 
diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28(i) Ayat 
(4) hasil amandemen ke-2 yaitu: Perlindungan, pemajuan, pengakuan 
                                                             
30 Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Op.cit., hlm. 86-88. 
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dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah. 
Indonesia merupakan negara yang berkonsep sebagai negara 
hukum secara tidak langsung mengakui hak asasi manusia itu sendiri, 
seperti yang dijelaskan dalam teori tentang negara hukum di atas. 
Sesuai pula dengan perkembangan konstitusi negara Indonesia yang 
mengakui tentang hak asasi manusia dan membahas hak-hak tersebut 
di dalam UUD 1945. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya 
berorientasi pada tiga elemen utama yakni, pemerintahan atau negara 
(state), sector swasta (private sector), dan masyarakat (society) serta 
ditambah lagi interaksi diantara ketiga tersebut. Ketiga elemen tersebut 
di atas masing-masing memiliki fungsinya sendiri yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang saling 
bersinergi. Fungsi dari masing-masing elemen tersebut antara lain: 
negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang 
kondusif, sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan kerja dan 
meningkatkan pendapatan dan masyarakat ikut berperan positif dalam 
interaksi sosialnya, baik dibidang, sosial, ekonomi dan politik31 
Amandemen ke empat dari UUD 1945 mempunyai aturan hukum 
yang paling lengkap tentang hak asasi manusia termasuk di dalamnya 
hak kebebasan beragama. Amandemen tersebut khususnya tentang 
                                                             
31 Sedarmayanti ,Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka 
Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi 
dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 203. 
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aturan hukum mengenai kebebasan beragama ini menunjukkan bahwa 
pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus untuk menjamin hak 
tersebut. Lebih khusus lagi, amandemen tersebut dilakukan sebelum 
pemerintah meratifikasi Kovena Hak Sipil dan Politik. Artinya, 
pemerintah tidak perlu lagi mengamandemen konstitusi negara karena 
sudah sesuai dengan semangat Kovenan. 
Amandemen, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia dan kebebasan beragama mutlak dilakukan karena ada 
banyak aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Oleh 
sebab itu diperlukan sebuah aturan hukum yang komprehensif untuk 
mengatur dan melindungi hak masing-masing agama dan penganut 
dari agama-agama. Salain itu, banyaknya kasus kekerasan dan konflik 
berdasarkan agama dan keyakinan yang terjadi di beberapa tempat 
juga menjadi faktor diperbaharuinya aturan hukum tentang kebebasan 
beragama di UUD 1945. 
Aturan hukum tentang kebebasan beragama atau forum internum 
di dalam amandemen ke empat UUD 1945 diatur di dalam Bab IX A 
tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 Ayat (2) dari bab ini berbunyi: 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu..‟ Kemusiaan, Pasal 28 E (1) dari UUD 1945 juga 
mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama memeluk agama 
dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28 E (2) juga menjelaskan 
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bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini 
sesuai dengan semangat dari Kovenan Hak Sipil dan Politik dimana 
hak beragama diatur secara bersamaan dengan hak untuk berhati 
nurani dan menyatakan pikiran. Ketiga hak tersebut diatur secara 
bersamaan karena mempunyai unsur-unsur yang sama untuk menjadi 
norma jus cogens meskipun tidak ada consensus internasional yang 
mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah jus cogens.  
Senada dengan pasal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) melalui keputusannya No.VII/MPR/1998 Tentang Piagam Hak 
Asasi Manusia Pasal 13 juga menegaskan bahwa setiap orang bebasa 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agama dan kepercayaanya itu. Sementara itu, Pasal 22 (1) dari 
Undang-Undang No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama 
dan kepercayaannya itu. Pasal 55 dari UU tersebut juga mengatur hak 
setiap anak untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya di 
dalam asuhan orang tua atau bimbingan pihak lain.  
Berdasarkan penjelasan di atas aturan tentang kebebasan 
beragama berkeyakinan yang tertuang di dalam Pasal 29 (2) dan 28E 
(1&2) dari UUD 1945, Pasal 22 (1) dari UU No. 39/1999, dan Pasal 13 
dari TAP MPR No.VII/MPR/1998 sesuai dengan unsur-unsur tentang 
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kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur didalam 
pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi HAM. Kata-kata 
‘hak untuk bebas memilih keyakinannya’ di dalam UUD 1945 dan 
Piagam Hak Asasi Manusia dan ‘bebas untuk memilih agama dan 
keyakinannya’ yang termaksud di dalam UU No.39/1999 secara jelas 
mencakup unsur-unsur hak untuk secara bebas memilih atau memiliki 
agama atau keyakinan seperti yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil 
dan Politik. 32   
Pertama, Indonesia telah meratifikasi Kovenan tentang Hak Sipil 
dan Politik yang mengatur tentang kebebasan beragama. Berdasarkan 
kovenan tersebut, semua produk perundang- undangan nasional suatu 
negara anggota harus disesuaikan dengan aturan hukum yang ada di 
Kovenan. Kedua, karena instrumen internasional sifatnya adalah saling 
melengkapi. Misalnya, kebebasan beragama di dalam Deklarasi 
Universal dijelaskan lebih rinci di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik 
dan Deklarasi 1981. Oleh karena itu, perundang-undangan nasional 
Indonesia harus memperhatikan semua aturan hukum tentang 
kebebasan beragama di semua instrumen internasional sejak 
pemerintah meratifikasi instrumen internasional yang bersifat mengikat. 
.33 
                                                             
32 http://balitbangdiklat.kemenang.go.id. Diakses Pada tanggal 21 April 2016 Pukul 
16.30 WITA 
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Seperti halnya Kovenan Hak Sipil dan Politik, hukum nasional di 
Indonesia juga mengatur tentang batasan kebebasan 
beragama.Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk hak untuk 
memanifestasikan agama atau kepercayaan dengan satu syarat 
batasan tersebut harus didasarkan pada undang-undang. Lebih jauh, 
batasan yang dimaksudkan untuk melindungi hak fundamental dan hak 
orang lain tersebut harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan 
non diskriminasi. 34 
2. Ibadah Haji dalam Pandangan Islam 
Ibadah haji dalam pandangan islam merupakan syari’at yang 
ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan hal ini juga diwajibkan 
kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka 
yang mampu. Sebagaimana firman Allah SWT.: 
“Dan permaklumkanlah kepada seluruh manusia itu untuk 
melakukan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu 
dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus yang dating 
dari segenap penjuru yang jauh”.(QS. Al Hajj: 27)35 
 
Haji secara lughowi (etimologis) berasal dari bahasa arab al-hajj: 
berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang berasal 
dari agung. Selain itu, al-hajj berarti mengunjungi atau mendatangi 
                                                             
34 http://balitbangdiklat.kemenang.go.id Diakses pada tanggal 21 April 2016 Pkl 
16.30 WITA 
35Abd. Al Baqi, Muhammad Fuad, Al Mijam al Mufharas Liahfadz al-Qur’an al 
Karim,Dar al-Fikr, Cet. IV, Beirut, hlm. 32. 
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Baitullah (Ka’Bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia 
dan agung36.  
Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan 
mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada 
waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sayyid sabiq, ahli fikih 
kontempmenorer  Mesir (lahir 1915 M) mendefenisikan haji, yakni; 
dengan sengaja pergi ke mekah untuk melaksanakan tawaf, wukuf di 
arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi 
panggilan (Kewajiban dari) Allah dan mengharapkan keridaan Allah37. 
Makna yang dilakukan di suatu tempat tertentu seperti dalam 
pengertian itu ialah sekitar Ka’bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. 
Sedangkan makna pada waktu tertentu yaitu mulai tanggal 9 sampai 
13 Zulhijjah setiap tahun. Sementara makna melakukan serangkaian 
ibadah tertentu adalah termasuk dalam kategori rukun haji, wajib haji 
seperti wukuf, mabit, melontar jumroh, Thawaf, Sa’i dan Tahallul38.  
Dalam islam pensyariatan ibadah haji yang terwujud melalui 
berbagai ritual mempunyai banyak hikmah yang dapat diambil sebagai 
I’tibar dari pelaksanaan ibadah haji39: 
                                                             
      36 Said agil Husain al munawar, Fikih Haji; menuntun jamaah mencapai haji 
mabrur, Ciputat Press , Jakarta, hlm. 1 
37 Ibid., hlm. 1.  
38 Ibid., hlm. 1. 
39 Ibid. hlm. 14.16. 
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1. Ibadah haji yang dilakukan dengan niat ikhlas, dan memenuhi 
ketentuannya, Allah menghapuskan dosa orang yang 
menunaikannya; 
2. Melaksanakan ibadah haji dapat memperteguh dan 
memperbaharui keimanan dan penolakan terhadap segala 
bentuk kemusyrikan baik berupa patung-patung, bulan, bintang, 
dan matahari bahkan segala sesuatu selain Allah. Orang yang 
melaksanakan ibadah haji akan menyadari betapa berat 
perjuangan Nabi Ibrahim AS bersama isterinya Siti Hajar, serta 
anaknya Nabi Ismail AS dalam menegakkan ketauhidan di muka 
bumi dan dalam rangka membangun rumah allah (Ka’bah) 
sebagai pusat peribadatan umat islam; 
3. Ibadah pada mulanya dikumandangkan Ibrahim AS membawa 
keyakinan tentang adanya neraca keadilan Ilahi dalam 
kehidupan ini, puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada 
hari kebangkitan; 
4. Mempertebal rasa sabar dan meningkatkan ketaatan terhadap 
ajaran-ajaran agama selama menjalankan ibadah haji dirasakan 
betapa besar perjuangan yang dihadapi untuk mendapatkan 
keridhaan Allah SWT. 
5. Meningkatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala 
karunia Allah SWT kepada hambanya sehingga mempertebal 
rasa pengabdian kepadanya. 
 35 
Dari 5 hikmah berhaji tersebut menandakan bahwa ibadah haji 
adalah bukan hanya perjalanan spiritual semata saja namun sebagai 
umat islam tentu punya banyak ketentuan lain tentang berhaji dalam 
pandangan islam. 
Oleh karena itu, setiap orang Islam tentu mendambakan untuk 
menunaikan ibadah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, 
bagi umat Islam yang bermukim disekitar tanah Arab, pergi 
menunaikan haji mungkin tidak menjadi masalah karena kedekatan 
tempat tinggal mereka. Tetapi bagi umat Islam yang berada di Asia 
Tenggara (Cina, Jepang, Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya), 
perjalanan ke Makkah merupakan pengembaraan yang 
mengagumkan. Berbagai cara ditempuh baik dengan kapal laut yang 
memakan waktu yang berminggu-minggu, berjalan kaki atau naik 
kendaraan darat yang memakan waktu yang berbulan-bulan. Sekarang 
dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan makin lancarnya 
transportasi kemudahan sudah banyak didapatkan40 
Walaupun jamaah haji yang bertemu di Baitullah (rumah Allah) 
sama-sama memiliki niat yang semata-mata untuk beribadah, namun 
atsar (bekas) ibadah tersebut bagi tiap person tidaklah sama, karena 
Nabi SAW. bersabda: “Kalian umatku lebih mengetahui urusan dunia”, 
                                                             
40Zakiah Darajad, Haji Ibadah yang Unik, Ruhama, Jakarta, hlm. 7. 
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artinya banyak cara menuju Baitullah sepanjang tidak melanggar 
syari’at yang telah ditentukan Allah SWT.41 
Betapa mulianya ibadah haji dalam pandanga islam, ibadah yang 
yang wajib namun wajibnya bagi yang mampu, bukan hanya mampu 
secara fisik tapi secara batin pun mampu, karena ibadah haji adalah 
perpaduan kesanggupan antara fisik dan batin, demikian islam 
berpandangan tentang ibadah haji. 
B. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji 
1.  Pengertian Penyelenggaraan 
  Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, frasa penyelenggaraan dapat 
ditemukan dalam pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  Dalam Undang-Undang tersebut, tidak dijelaskan pengertian 
penyelenggaraan oleh karena itu penulis terlebih dahulu menelusuri 
pengertian penyelenggaraan berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Selanjutnya disebut KBBI). Berdasarkan KBBI didefinisikan 
sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti 
                                                             
41Empat Satu Kelompok, Cara Mudah Naik Haji, Buku Panduan untuk Calon Haji 
dan Umroh, Bandung, Mizan, 1993, hlm. 17. 
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(pelaksanaan, penuaian). Kemudian Penyelenggara merupakan orang 
yang menyelenggarakan (dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, 
pengurus, dan pelaksana).42 Dalam kajian ini penyelenggaraan berkaitan 
dengan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan baik yang meliputi 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.  
Ringkasnya, menurut arti kamus penyelenggaraan merupakan 
pelaksanaan atau penunaian. Pengertian tersebut jika disesuaikan 
dengan pengertian bahasa hukum dapat disamakan dengan istilah 
pelayanan publik.  
Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tahun 2009 
tentang pelayanan publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan keutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga Negara dan penduduk atas atas barang, jasa dan atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Di dalam penjelasan pokok-pokok pikiran pembentukan Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia 1945 tertulis bahwa yang sangat penting 
dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat para 
penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. 
Semangat memiliki makna bagaimana penyelenggaraan Negara dan 
pemerintahan didasarkan atas asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat, 
bukan bersifat perseorangan ataupun hanya untuk kepentingan kelompok 
                                                             
42KBBI http://kbbi.web.id/selenggara diakses pada hari selasa pukul 18.45 Wita. 
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atau golongan yang terbatas saja. Semangat juga bermakna dinamik atau 
hidup terhadap adanya perubahan masyarakat dan Negara. 
Untuk itulah jangan terlalu mudah dan cepat-cepat untuk 
memberikan kristalisasi atau memberi bentuk pada pikiran-pikiran atau 
aktivitas-aktivitas yang masih mudah untuk berubah. Semangat itu juga 
bermakna tetap mempertahankan bangsa dan Negara Indonesia sebagai 
suatu nation dalam covering NKRI.43 
Penyelenggaraan dalam bidang pemerintahan di bagi dalam dua 
bagian yakni penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan 
pemerintahan di pusat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan 
oleh DPRD dan kepala Daerah. 
Khusus penyelenggaraan pemerintahan pusat bidang eksekutif 
berpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh 
menteri Negara dan setiap menteri bertanggung jawab atas urusan 
pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagaian urusan 
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang 
sesungguhnya di otonomikan ke daerah.  
Konsekuensi menteri sebagai pembantu presiden adalah kewajiban 
menteri atas nama presiden untuk melakukan pembinaan dan 
                                                             
43  Warsito Utomo, Dinamika Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
hlm. 43. 
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pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan44. 
Sebagai perpanjangan tangan dari presiden, Menteri Negara dalam 
hal penyelenggaraan pemerintahan wajib memperhatikan dan 
merealisasikan apa yang menjadi program nawacita pemerintah sesuai 
bidang kementriannya masing-masing. Misalnya bidang keagamaan, 
Menteri agama sebagai pembantu presiden sudah menjadi tugasnya 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal keagamaan tak 
terkecuali penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama sebagai 
wadah tunggal penyelenggara haji perlu mengoptimalkan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. 
2. Pengertian Ibadah Haji 
Defenisi Ibadah haji berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 13 
Tahun 2008 menegaskan bahwa ‘Ibadah haji adalah rukun islam kelima 
yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam 
yang mampu menunaikannya’. 
Ibadah Haji merupakan perjalanan jasmani dan ruhani seorang 
muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki 
persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. 
Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang 
melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, 
                                                             
44 Tim Penyusun Pustaka Buana, Undang-Undang Otonomi Daerah (Edisi 
Terbaru), Pustaka Buana, Surabaya, hlm. 251. 
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sedangkan secara, ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah 
SWT45 . 
Menurut bahasa, haji berarti maksud atau tujuan pengertian secara 
istilah, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut46: 
a. Dalam buku mengenai bimbingan manasik haji yang 
diterbitkan oleh Departemen Agama RI mangatur bahwa:Haji 
ialah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan 
beberap amalan antara lain wukuf, tawaf, sa’i, dan amalan 
lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah 
SWT. dan mengharapkan ridhaNya. 
b. Muhammad Jawwad Mughni mengartikan haji sebagai 
bepergian dengan tujuan ke Baitullah yang suci untuk 
melaksanakan manasik (tata cara ibadah) tertentu. 
Namun pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal 
dan melakukan kunjungan atau perjalanan spiritual dari suatu tempat ke 
tempat lain dalam rangka ibadah. Tradisi perjalanan spiritual seperti ini 
dapat ditemui dalam sejarah kehidupan masyarakat termasuk di belahan 
timur. Ibadah ini dimaksudkan agar manusia mampu mengenal jati diri 
membersihkan diri dan menyucikan jiwa mereka47.  
                                                             
45 Muchtar adam, Cara mudah naik haji, Mizan, Bandung, hlm. 25. 
46 Moh.Rifai, 2012:Terjemah Kholashoh Kafiyatul Akhyar, Toha Putra, Semarang, 
hlm. 615. 
 
47  Said Agil Husain Al Munawar, Op.cit., hlm. 2. 
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Seseorang yang telah melaksanakan haji dengan memenuhi 
segala ketentuan, ia telah terbebas dari kewajibannya. Namun bagi 
mereka yang mempunyai kemampuan fisik, waktu dan terjamin keamanan 
dalam perjalanan. Nabi SAW menganjurkan untuk mengerjakan haji sekali 
dalam lima tahun.  
Selain itu, ibadah haji merupakan ibadah mahdah, dimana semua 
tata cara pelaksanaannya tergantung pada apa yang digariskan Syari’ 
(Allah dan Rasulnya). Umat islam tidak dapat menambah atau mengurangi 
syariat haji, kecuali sebatas pengembangan dari apa yang telah dijelaskan 
dalam Al-quran dan Sunnah48. 
Kemudian untuk menjalankan ibadah haji, setiap warga negara 
wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah selaku penyelenggara. 
Kegiatan ibadah haji tidak serampangan dilakukan oleh lembaga mana 
pun namun semuanya adalah wewenang pemerintah melalui Kemenag 
RI. Tentu Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah 
mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan 
persyaratan dan memenuhi syarat yang ditetapkan  yang dapat 
melaksanakan ibadah haji. 
3. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa penyelenggara ibadah 
                                                             
48 Ibid., hlm. 12. 
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haji adalah Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji 
yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.  
Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu proses dalam 
menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang agama islam untuk 
melaksanakan dipenuhinya hak hak dasar umat muslim menuju baitullah. 
Kegiatan ibadah haji adalah kegiatan tahunan yang telah diselenggarakan 
sejak orde baru sampai saat ini. 
Penyelenggaraan ibadah haji dikelola dengan mengutamakan 
kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat 
melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Meskipun 
penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah, 
masyarakat didorong partisipasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji 
melalui bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan maupun 
kelompok dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jemaah haji yang 
memerlukan pelayanan khusus 
Selanjutnya sesuai dengan Penjelasan Umum pada Peraturan 
Pemerintah  Nomor 79 tahun 2012 (selanjutnya di singkat PP No. 72 
Tahun 2012) penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan 
menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan 
ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi 
masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan 
manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut 
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direpresentasikan dalam penyelenggaran ibadah haji khusus dan 
bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan 
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan 
perlindungan kepada jemaah haji. 
C. Asas-Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji. 
1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat kita temukan 
dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. disebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik yaitu: 
1. Asas Kepastian Hukum,  
2. Asas Kemanfaatan; 
3. Asas Ketidakberpihakan; 
4. Asas Kecermatan; 
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; 
6. Asas Keterbukaan; 
7. Asas Kepentingan Umum; 
8. Asas Pelayanan yang Baik. 
 
Pemahaman terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, di samping dari segi 
kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses sejarah. Berdasarkan 
penelitiannya, Jazim Hamidi menemukan pengertian Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik atau selanjutnya disebut sebagai AAUPB 
sebagai berikut: 
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1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang 
dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara 
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi 
negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi 
hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara 
(yang berwujud penetapan/beschiking), dan sebagai dasar 
pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. 
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan Asas-Asas yang 
tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik 
kehidupan masyarakat. 
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis 
dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. 
Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum 
tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.49 
Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai 
sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) dan bahkan dijadikan 
sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogde 
rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB 
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya 
administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan 
pemerintahan. 
                                                             
49 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan 
yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 24. 
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Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia belum diakui 
secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. 
Ketika pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI 
mengusulkan agar Asas-Asas tersebut dimasukkan sebagai salah satu 
alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara, 
akan tetapi usulan ini tidak diterima oleh pemerintah. 
Tidak dicamtumkannya AAUPB dalam UU PTUN bukan berarti 
eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata seperti yang 
terjaadi di Belanda AAUPB ini diterapkan dalam praktik peradilan terutama 
pada PTUN. Kalaupun AAUPB ini tidak akomodir dalam UU PTUN, tetapi 
sebenarnya Asas-Asas ini dapat digunakan dalam pratik peradilan 
Indonesia karena memiliki sandaran dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 14 
Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dengan ketentuan ini, maka 
AAUPB memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan 
administrasi di Indonesia.  
Beberapa pandangan ahli tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik juga menambah wacana seputar hukum administrasi, salah 
satunya adalah Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul 
“Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi 
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Negara”  menjelaskan lebih detail tentang hal tersebut yang pada 
pokoknya menjelaskan tentang AAUPB, antara lain :50 
1. Asas kepastian hukum (principle of legal security), Asas kepastian 
hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat material, yang 
lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas 
kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum 
menghalangi beban pemerintahan untuk menarik kembali suatu 
keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang 
berkepentingan.  
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality), Asas ini 
menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan 
kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki 
pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi 
pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga 
memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada seiring 
dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian 
hukum. 
3. Asas kesamaan (dalam pengambilan keputusan)- principle of 
equality, Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan 
mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) 
atas kasus-kasus yang faktanya sama. 
                                                             
50 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia introduction to 
the Indonesian administrative law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 279. 
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4. Asas bertindak cermat (principle of carefuleness), Asas ini 
menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat 
dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga 
negara. 
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation), 
Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan 
pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup 
sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin 
alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. 
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non 
misue of competence), Seorang pejabat pemerintahan memiliki 
wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-
aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang 
sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak 
mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat 
tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan 
lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau 
menggunakan wewenang melampaui batas. 
7. Asas permainan yang layak (principle of fair plai), Asas ini 
menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-
luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi 
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kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-
argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. 
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or 
prohibition of arbitrariness), Asas ini menghendaki agar setiap 
tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu 
memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. 
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting 
raised ecpectation), Asas ini menghendaki agar setiap tindakan 
yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-
harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintahan 
harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu haran sudah 
terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali 
meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah. 
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 
(principle of undoing the consequences of an annulled decision), 
Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya 
dengan suatu surat keputusan (beschiking). Seorang pegawai yang 
dipecat karena diduga melakukan kejahatan, tetapi setelah 
dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai 
yang bersangkutan tidak bersalah. Hal ini berarti surat keputusan 
pemberhentian yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan 
itu harus dianggap batal 
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11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) prinadi 
(principle of protecting the personal way of life), Asas ini 
menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan 
pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan 
pribadi setiap warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum 
demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap 
warga negara. 
12. Asas kebijaksanaan (sapientia), Asas ini menghendaki agar 
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi 
kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan 
tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal 
13. Asas penyenggaraan kepentingan umum (principle of public 
service) Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam 
melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, 
yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang 
banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi 
negara hukum modern (welfare state). 
2. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji menegeskan bahwa Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan 
akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.: 
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a. Asas keadilan, Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang 
pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak 
sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. 
b. Asas profesionalitas, Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji 
harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para 
penyelenggaranya. 
c. Asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, Bahwa 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan 
prinsip tidak untuk mencari keuntungan. 
 Dalam Penjelasan Umum UU No. 13 tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah haji menegaskan Penyelenggaraan Ibadah Haji 
merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang 
sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam 
negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara 
lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan.Di 
samping itu. Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain 
dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan 
martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.  
Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas 
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan 
yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah 
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Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan 
mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba. Untuk 
menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan 
akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan 
adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan 
pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji 
serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Indonesia51. 
D. Jenis-Jenis Penyelengaraan Ibadah Haji 
1. Ibadah Haji Reguler 
Ibadah haji reguler adalah proses ibadah haji yang pengelolaan, 
pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum. Hal tersebut Sesuai 
dengan PP  No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 
2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam ketentuan Umum 
Pasal 1 angka (6) dijelaskan bahwa: Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat 
umum.  
Sifatnya umum karena untuk mendapatkan informasi mengenai 
pelaksanaan ibadah haji biasanya dilakukan lebih kurang enam bulan 
sebelum pelaksanaan. Informasi tersebut disebarluaskan oleh 
Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk 
                                                             
51Laporan Komisi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (KPIHI), 
2013. Dirjen PIHI, Jakarta 
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menyebarluaskan melalui media massa (televisi, radio, surat kabar, dan 
majalah. Selain itu, pengelolaan ibadah haji regular  dibawahi langsung 
oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara 
ibadah haji. Untuk pelayanannya semuanya bersifat umum, tidak ada 
kekhususan terhadap masyarakat yang ingin mendaftarkan diri dalam 
penyelenggaraan haji. Setiap pendaftar atau calon jamaah diwajibkan 
membayar sejumlah uang muka dan melunasi tabungan persiapan 
keberangkatan untuk bisa mendapatkan nomor kursi atau terdaftar 
sebagai calon jamaah. Kemudian pembayaran atas pembiayaan 
pelaksanaan haji pun ditanggung sendiri oleh calon jamaah yang 
bersangkutan. Apabila syarat administrasi berupa pembiayaan telah 
dilunasi dan pemeriksaan kesehatan awal telah dilakukan maka calon 
jamaah yang bersangkutan kemudian masuk dalam daftar tunggu calon 
jamaah untuk selanjutnya menunggu giliran diberangkatkan. 
Untuk dapat diberangkatkan sebagai jamaah haji ke mekah, calon 
jamaah yang bersangkutan untuk penyelenggaraan ibadah haji regular 
menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat. Biasanya masa tunggu 
haji regular berkisar antara 1 tahun – 20 tahun lamanya. Hal tersebut 
terjadi karena banyaknya pendaftar calon jamaah yang memilih ibadah 
haji reguler dikarenakan biaya yang lumayan murah serta jaminan 
keselamatan sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara. 
 
 
 53 
2. Ibadah Haji Khusus 
Selain Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus 
yang pelayanan, pengelolaan, dan pembiayaannya bersifat khusus. 
Sesuai dengan ketentuan umum  Pasal 1 angka (7) PP No.79 Tahun 2012 
Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji, bahwa: Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah 
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan 
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. 
Calon haji dapat memperoleh informasi mengenai ibadah haji 
khusus atau Ongkos Naik Haji Plus (ONH Plus) melalui brosur, foto, 
percakapan langsung di biro-biro perjalanan yang khusus melayani 
perjalanan haji dengan biaya plus.  
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah biro perjalanan 
yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji 
Khusus. Pelayanan dan pengelolaan yang bersifat khusus meliputi waktu 
pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan 
bimbingan ibadah haji. Program haji ini cocok untuk calon haji yang 
karena kesibukannya sehingga tidak bisa teralau lama, nyaman,  atau 
ingin waktu yang singkat dan pilihan waktu berangkat.  
Namun perlu diketahui bahwa program haji khusus memakan biaya 
yang lebih banyak dibandingkan dengan program haji regular. Selain itu 
tanggung jawab pelaksanaan haji khusus dominan kepada Penyelenggara  
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Ibadah Haji Khusus tersebut dalam hal ini biro perjalanan haji yang telah 
berizin dari kementrian agama.  
PIHK sebagai penyelenggara bukan pemerintah, perlu diatur 
secara ketat sehingga tujuan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan 
asas-asas penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, sebagaimana 
pasal 35 Ayat (2) PP No.79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 13 
Tahun 2008 mengatur bahwa Menteri menetapkan jumlah minimal dan 
maksimal Jemaah Haji khusus yang dapat dilayani oleh PIHK pada satu 
musim haji. PIHK wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
  Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (8) PP No.79 Tahun 2012 
Tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji,  ditentukan bahwa Persyaratan PIHK  paling sedikit meliputi: 
a) telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Menteri; 
b) telah menyelenggarakan Ibadah umrah paling singkat selama 3 
(tiga) tahun dan memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 
300 (tiga ratus) orang; 
c) memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan Ibadah 
Haji khusus yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana, dan manajemen; 
d) memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah 
Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan 
e) memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar 
pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuan 
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 
 
E. Kebijakan Umum dan Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Reguler 
1. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
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Di dalam Pasal 4 Ayat (1) PP No.79 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji 
ditegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler secara nasional. Selanjutnya pada 
ayat (2) menegaskan bahwa  Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Reguler ditetapkan oleh Menteri.  
Dalam hal pengambilan kebijakan umum oleh Pemerintah dalam 
penyelenggaraan negara perlu memperhatikan beberapa unsur yang bisa 
dikategorikan sebagai tindakan administrasi Negara, karena tujuan umum 
dari kebijakan adalah kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari 
penentu dan pengambil putusan kebijakan dalam hubungan dengan 
kepuasan dan ketentraman serta kepentingan dari yang dikenai kebijakan 
tersebut yakni rakyat dalam konteks kebijkan umum penyelenggaraan 
ibadah haji adalah umat islam52. Implementasi kebijakan harus memuat 
unsure-unsur tindakan pemerintah.  Menurut muchsan unsur-unsur 
tindakan pemerintah tersebut sebagai berikut53: 
a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam 
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
perlengkapan pemerintahan yang punya prakarsa dan tanggung 
jawab sendiri; 
                                                             
52 Willy. D.S Voll, Dasar-dasar ilmu hukum administrasi Negara, Jakarta; Sinar 
Grafika. hlm. 134. 
53 Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta; Penerbit 
Liberty. hlm 73. 
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b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan; 
c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi; 
d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka 
pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat; 
e. Perbuatan itu mengedepankan asas legalitas yaitu sesuai 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 
Penyelenggaraan haji setelah memenuhi unsur-unsur tindakan 
pemerintah dalam realisasi kebijakan umum kemudian tentu perlu 
mengedepankan prinsip umum yang telah digariskan oleh Undang-
Undang maupun peraturan lainnya. Karena kebijakan umum tersebut 
adalah pegangan dalam penyelenggaran ibadah haji yang 
pelaksanaannya sangat kompleks dan membutuhkan kekuatan 
pemerintah. 
Dalam menetapkan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Reguler tersebut, Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi 
terkait. Dalam penjelasan umum PP No. 72 tahun 2009 menjelaskan 
Kebijakan Umum Pelaksanaan Penyelenggaraan ibadah haji harus 
dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, 
keadilan, dan profesionalitas. Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola 
dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan 
kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan 
 57 
tuntutan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan 
nyaman.  
Meskipun penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab 
Pemerintah, masyarakat didorong partisipasinya dalam penyelenggaraan 
ibadah haji melalui bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan 
maupun kelompok dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jemaah 
haji yang memerlukan pelayanan khusus. Demikian pula, masyarakat 
diberikan peluang untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah di 
luar musim haji.  
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
Kegiatan Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji reguler terdiri 
atas beberapa komponen penting yang menjadi dasar dari pelaksanan 
tersebut. Komponen kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 
sesuai dengan Pasal 6 PP No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU 
No. 13 Tahun 2008 menegaskan: 
Menteri menyelenggarakan kegiatan; 
a) pendaftaran; 
b) penetapan kuota haji; 
c) penetapan besaran setoran awal dan pembayaran BPIH; 
d) bimbingan Jemaah Haji;  
e) pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji; 
f) pelayanan administrasi dan dokumen haji; 
g) pelayanan Transportasi Jemaah Haji; 
h) pelayanan akomodasi dan konsumsi; 
i) pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji; 
j) perlindungan Jemaah Haji dan petugas haji; dan 
k) koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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 Kemudian Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dilaksanakan oleh Menteri. 
Sebagaimana Pasal 4 PP No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU 
No. 13 Tahun 2008 menegaskan: 
a. Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, 
Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dan 
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi serta bekerjasama dengan 
masyarakat. 
b. Dalam pelaksanaannya Warga Negara Indonesia 
berhakmelaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di 
Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran 
tersebut dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan 
nomor urut pendaftaran. 
c. Pasal 7 ayat (3) PP No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 
UU No. 13 Tahun 2008 mengatur bahwa: “Nomor urut 
pendaftaran digunakan sebagai dasar dalam pelayanan 
pemberangkatan Jemaah Haji”. 
d. Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan 
dariPemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan 
Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran tersebut. 
Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan tersebut 
dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat 
rekomendasi dari Menteri. Rekomendasi menteri tersebut 
diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor 
perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri. 
 
F. Penetapan Kuota Haji 
 Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama 
Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji yang diatur dalam UU No. 13 
Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan syarat, dalam 
Pasal 4 menegaskan: 
a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah 
menikah; dan 
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b. mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(“BPIH”). 
 
 Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji 
berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain: 
a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 
kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat; 
b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima 
setoran; dan 
c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang 
berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. 
 
 Seseorang yang ingin naik haji, maka ia harus melakukan 
pendaftaran jemaah haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah 
setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi dimana diatur 
dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012. 
Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh 
Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar diatur pada Pasal 
1 angka 16 Peraturan menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012. Nomor porsi 
ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat 
digantikan. 
 Di dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 
Tahun 2012 ditegaskan bahwa Karena adanya kuota haji, maka tidak 
semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada 
yang dinamakan “daftar tunggu (waiting list)”. Daftar tunggu (waiting list) 
adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor 
porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. 
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 Ibadah haji ada yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ada 
yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Yang 
diselenggarakan oleh pemerintah disebut ibadah haji reguler 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. 
Sedangkan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah 
haji khusus disebut ibadah haji khusus dan diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. 
 Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan 
dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi 
tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. 
Perhitungan kuota untuk setiap negara mengacu pada Kesepakatan KTT 
OKI tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakan 
jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji54 
Penetapan kuota haji di indonesia diatur dalam Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia No. 32 Tahun 2015 tentang penetapan kuota 
haji tahun 1436H/2015M, PP No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 
UU No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dimana 
dalam hal pertimbangan menjelaskan bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436H/2015M, perlu menetapkan 
kuota haji dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Dalam 
                                                             
54 http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1567 diakses pada  6 mei 2016 pkl 18.30 Wita. 
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menjaga prinsip tersebut, maka pemerintah perlu mempertimbangkan 
jumlah penduduk muslim Indonesia dan/ atau jumlah daftar tunggu 
jemaah haji pada masing-masing provinsi. 
1. Kuota Nasional 
Pada dasarnya sistem penetapan kuota haji sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2008 diatur bahwa: 
Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi 
dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Menteri agama 
melalui kewenangannya mempertimbangkan segala aspek dalam 
penentuan kuota nasional tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan haji. 
Kuota Nasional Adalah Jumlah peserta jemaah haji setiap tahunnya 
secara nasional yang akan melaksanakan ibadah haji yang penetapannya 
oleh menteri agama berdasarkan kouta haji yang telah ditetapkan oleh 
kerajaan Arab Saudi kepada setiap Negara. Penentuan kuota nasional 
berdasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk muslim secara nasional 
dengan memperhatikan total pendaftar calon jemaah haji setiap tahunnya. 
Kouta haji nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibagi 
kedalam 2 kelompok. Yakni kuota haji reguler dan kuota haji khusus. 
Setiap warga muslim yang ingin berhaji bisa memilih jenis pelaksanan haji 
dalam mendaftarkan diri. Namun perlu diketahui bahwa kouta haji 
nasional terbatas adanya,. Dalam hal kuota haji nasional tidak terpenuhi 
pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa 
pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional. Hal ini 
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dapat dilihat pada Pasal 28 Ayat (3) dalam penjelasan umum UU No. 13 
tahun 2008 bahwa : 
“Yang dimaksud dengan "kuota bebas secara nasional" adalah sisa 
kuota yang disediakan bagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar 
dalam daftar tunggu dengan memperhatikan proporsionalitas kuota 
provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus” 
 
2. Kuota Provinsi 
Dalam hal penetapan kuota haji provinsi ditetapkan oleh menteri 
dengan mempertimbangkan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan 
di provinsi dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji disetiap 
provinsi. Kuota Haji provinsi ditetapkan setelah Pemerintah Republik 
Indonesia mendapatkan kepastian kuota haji nasional.  
Kuota Haji Provinsi diatur dalam  Pasal 28 Ayat (1) UU No. 13 
Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menegaskan bahwa  
Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi 
dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. 
Selanjutnya Pasal 10 Ayat (3) PP No.79 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji dalam hal penetapan kuota haji, Menteri menetapkan kuota provinsi 
yang didasarkan pada pertimbangan: 
1) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi; dan/atau 
2) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap provinsi. 
 
3. Kuota Kabupaten/Kota 
Dalam hal penentuan kuota haji ditingkat kabupaten/kota 
dtegaskan sebagaimana Pasal 10 ayat (4) PP No.79 Tahun 2012 Tentang 
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Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji dalam hal penetapan kuota haji dalam penyelenggaraan di wilayah 
Kabupaten/ kota Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam 
kuota kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan: 
1) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten/kota; 
dan/atau 
2) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap 
kabupaten/kota.\ 
 
4. Prinsip-Prinsip Penetapan Kuota Haji 
Penetapan kuota haji didasarkan pada kebijakan Pemerintah 
Kerajaan Arab Saudi. Menteri menetapkan kuota haji ke dalam kuota 
nasional (terdiri atas kouta haji regular dan kuota haji khusus) dan kuota 
provinsi, kemudian Gubernur menetapkan kuota haji Kabupaten/Kota 
berdasarkan kuota provinsi yang telah ditetapkan oleh menteri agama 
dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional,. 
Dalam prinsip adil, memperbolehkan  keterlibatan pemerintah untuk 
mewujudkan keadilan distributive, dalam hal ini, pemerintah diberikan 
wewenang untuk menyelenggarakan ibadah haji, sehingga 
penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan tertib dalam bingkai 
keadilan. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka setiap orang 
mempunyai kebebasan yang sama untuk dapat melaksanakan ibadah 
haji. Dalam hal pendaftaran sampai kepada keberangkatan ibadah haji, 
tidak memandang stratifikasi sosial. Hal tersebut sejalan dengan 
Pancasila sebagai ideologi negara yang mengamanatkan bahwa, keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. jadi prinsip keadilan perlu diterapkan 
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dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk 
dalam penyelenggaraan ibadah haji. 
Kemudian, Prinsip proporsional akan membawa penyelenggaraan 
ibadah haji  yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban pelaksanaan ibadah haji. 
G. Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 
1. Pengertian Kewenangan 
Pengertian Kewenangan berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang 
Undang Nomor 30 Tentang Administarsi Pemerintahan mendefenisikan 
‘Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah 
kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelengggara 
negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik’.  
Dalam berbagai literatur sering ditemukan istilah kekuasaan, 
kewenangan, dan wewenang.  Kekuasaan merupakan inti dari 
penyelenggaraan negara, agar negara dapat menyelenggarakan 
pemerintahan dengan baik, maka (organ) negara harus diberi 
kekuasaan.Dengan adanya kekuasaan tersebut negara dapat 
bekerjasama, melayani warga negaranya. Max Weber menyebut 
kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional 
atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini 
dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi 
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masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.55Kewenangan atau 
wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara 
dan hukum administrasi. 
Pelaksanaan kewenangan ini secara teoritis bersumber dari konsep 
pembagian kekuasaan. Istilah pembagian kekuasaan berarti bahwa 
kekuasaan memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak 
dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian itu 
dimungkinkan adanya kerjasama. Para pendiri negara (founding fathers 
and mothers) telah menunjukkan dasar dan sendi sistem pemerintahan 
negara menurut UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, salah 
satu unsur negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam 
negara. 
Indonesia sebagai Negara hukum dengan konsep pembagian 
kekuasaan dimungkinkan untuk menghindari kekuasaan terpusat pada 
satu lembaga dan supaya fungsi kontrol secara optimal. Berbagai konsep 
pembagian kekuasaan, seperti dwi praja dari Hans Kelsen: Legislatio dan 
Executio atau Policy Making (pembuat kebijakan)dan Policy Executing 
(pelakasana kebijakan. Selanjutnya konsep Tri Praja dari John Locke: 
Legislatif, Eksekutif dan Federatif, dalam konsep yang hampir sama 
Montesquieu juga menyampaikan tentang kekuasaan Legislatif, Eksekutif 
dan Yudikatif. C. Van Vollenhoven juga menawarkan gagasan tentang 
Catur Praja yang terdiri dari tuursrecht regelaarsrecht, justitierecht, 
                                                             
55Max Weber Dalam A. Gunawan Setiardja, 1990. Dialetika Hukum Dan Moral 
dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 52. 
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politierecht. Kemudian Stellinga menghadirkan konsep Panca Praja yakni 
Administratiefrecht Voor de Wetgeving, Administratiefrecht Voor Het 
Bestuur, Administratief Voor de Politie, Administratiefrecht Voor de 
Rechtspraak, dan Administratiefrecht Voor de Bonger. Kewenangan 
daerah khususnya propinsi sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 
sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara implisit di dalam PP 
No. 25 Tahun 2000. Seperti di ketahui bahwa keuangan dalam PP No. 25 
Tahun 2000 dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis 
kewenangannya yaitu56 : 
1. Kewenangan kebijakan  
2. Kewenangan melakukan kerjasama 
3. Kewenangan pemberian dukungan 
4. Kewenangan bersifat operasional 
Kecuali yang berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 
2014, kewenangan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah pusat 
menurut PP Tahun 2000 sebagian besar merupakan kewenangan yang 
bersifat kebijakan seperti penerapan pedoman, penetapan standarisasi, 
penetapan kriteria dan lain sebagainya. 
                                                             
56 Sadu Wastitiono, Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, Algraprint, Bandung, hlm. 17. 
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Selanjutnya, kita perlu membedakan antara kewenangan (Authority, 
gezag) dan wewenang (competence, bevoegdheid), walaupun dalam 
praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. ‘kewenangan’ adalah 
yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 
legislative (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan 
Eksekutif/Administratif57.  
Kewenangan yang biasanya terdiri atats beberapa wewenang 
adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau 
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) 
tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu 
onderdil tertentu saja. ‘Kewenangan’ di bidang kehakiman atau kekuasaan 
mengadili sebaiknya kita sebut kompetensi atau yurisdiksi saja. Didalam 
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (Rechtsbevoegdheden)58.  
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak 
hukum public, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-
surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan 
kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang)59. 
Menurut Bagir Manan menjelaskan bahwa wewenang dalam 
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam 
                                                             
57 Prajudi Atmasudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
hlm. 73. 
58 Ibid., hlm. 73. 
59 Ibid., hlm. 73. 
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hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban. Wewenang dalam kaitan 
dengan otonomi daerah merupakan hak yang memiliki pengertian 
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen)dan mengelolah sendiri 
(zelfbesturen). Sedangkan kewajiban terdiri atas kewajiban vertikal dan 
kewajiban horizontal. Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan 
untuk menyelengarakan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya. 
Kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan daerah dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara 
secara keseluruhan60.  
Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum 
administrasi Negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat 
dilakukan pembagian, sebagai berikut61: 
1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni wewenang yang harus 
sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan 
keadaan wewenang tersebut dapat dialksanakan terutama 
rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil; 
2. Wewenang bersifat fakultatif, yakni wewenang yang dimiliki oleh 
badan atau pejabat administrasi namun demikian tidak ada 
kewajiban atau keharusan untuk mengguanakan wewenang 
tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan walaupun pilihan 
                                                             
60 Ridwan HR Hukum. Op.cit., hlm.  99-100. 
61 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, 
Jakarta, hlm.90.  
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tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu 
berdasarkan aturan dasarnya; 
3. Wewenang bersifat bebas, yakni wewenang badan atau pejabat 
pemerintahan (Administrasi) dapat menggunakan wewenangnya 
secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan 
keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya 
member kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. 
Di dalam  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tetang Administrasi 
Pemerintahan ditegaskan bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, 
Delegasi, dan/atau Mandat’. Untuk itu penulis akan mencoba menjelaskan 
satu persatu pokok-pokok tentang kewenangan secara atribusi, delegasi 
maupun mandat berikut ini62: 
1. Kewenangan Atribusi (attribute bevoegdheid),  adalah 
wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud 
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas 
legalitas (legalitietbeginsel). Wewenang ini dapat didelegasikan 
maupun dimandatkan; 
2. Kewenangan Delegasi (delegatie bevoegdheid), adalah 
wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan dan 
badan/organ pemerintahan lain. Sifat wewenang delegasi 
                                                             
62 Ibid hlm.  94-95. 
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adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. 
Akibat hukum ketika wewenang dijalankan adalah menjadi 
tanggung jawab penerima delegasi (delegetaris) dan wewenang 
tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang 
kecuali pemberi wewenang (delegens) menilai terjadi 
penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan 
wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh  
pemberi delegasi (mandans) dengan berpegang pada asas 
contraries actus. Kesimpulannya wewenang delegasi dapat 
dicabut kembali oleh pemberi wewenang (delegans) apabila 
nilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan 
wewenang; 
3. Kewenangan Mandat (mandaat bevoegdheid), adalah 
pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan 
rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara 
tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi 
tanggungjawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang 
mandat tanggung jawab dan tanggunggugat berada pada 
pemberi mandate (mandans), penerima mandat (Mandataris) 
tidak dibebani tanggung jawab dan tanggunggugat atas 
wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut 
dapat  digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.  
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2. Kewenangan Kementerian Agama sebagai Penyelenggara 
Ibadah Haji 
Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas 
maka berdasarkan pinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan 
berasal dari perundang-undangan artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturang perundang-undangan, baik secara atribusi, 
mandat maupun delegasi63. Dari wewenang tersebut pemerintah dapat 
dengan mudah menyelenggarakan kepentingan umum sesuai Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik. 
Kemudian dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum 
tersebut pemerintah wajib memperhatikan macam-macam tindakan 
pemerintah yang dikategorikan sebagai tindakan hukum penyelenggaraan 
pemerintah.  Marbun menguraikan hal tersebut berikut ini64: 
1. Dengan membebankan kewajiban pada organ-organ itu untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum; 
2. Dengan mengeluarkan Undang-Undang yang bersifat 
melarang atau menyeluruh yang ditujukan pada tiap-tiap 
warga warganegara untuk melakukan perbuatan (tingkah laku) 
yang perlu demi kepentingan umum; 
3. Memberikan perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan yang 
bersifat memberikan beban; 
                                                             
63 Ridwan HR, Op.cit.,  hlm. 101. 
64 Marbun, Op.cit., hlm. 73. 
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4. Memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan kepada 
swasta; 
5. Memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai 
dengan keinginannya, sehingga orang tersebut mempunyai 
hak dan kewajiban; 
6. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta; 
7. Bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk bentuk 
ditentukan untuk kepentingan umum. 
8. Mengadakan perjanjian dengan warga Negara berdasarkan 
hal-hal yang diatur dalam hukum. 
Salah satu bentuk penyelengaraan pemerintah  bidang publik 
adalah ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji sebagai sebagai suatu 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh rakyat 
Indonesia yang beragama islam yang disediakan oleh pemerintah sebagai 
penyelenggara pelayanan publik. 
Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah sebagai 
mandataris Undang-undang No. 13 tahun 2008  tentang penyelenggaraan 
haji pada pokoknya memiliki wewenang atribusi untuk mengelola dan 
melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.  Wewenang tersebut berada 
di bawah kendali Kementerian Agama Republik Indonesia.  
Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam   
penyelenggaraan ibadah haji wajib mengelola dengan baik, pengelolaan 
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tersebut termasuk di dalamnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
jemaah haji.  Selain itu penetapan jumlah peserta haji atau kouta nasional 
haji tiap tahunnya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia. dengan memperhatikan jumlah penduduk muslim di Indonesia 
dan atau daftar tunggu pendaftar haji setiap tahunnya. 
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BAB III 
METODE  PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
(socio legal research), dengan pendekatan kualitatif, yaitu  suatu teknik 
pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, 
peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan kunci yang menjadi 
subjek penelitian dan sumber informasi penelitian. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus 
sebagai sub dari penelitian kualitatif, dimana studi kasus merupakan tipe 
pendekatan dalam penelitian yang menelaah satu kasus secara intensif, 
mendalam, mendetail dan komprehensif.  Oleh karena itu, pendekatan 
kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin 
mendapatkan gambaran implementasi kewenangan Kementerian Agama 
Republik Indonesia dalam penetapan kuota ibadah haji berdasarkan 
prinsip adil dan proporsional yang dilakukan di Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Kota Makassar  Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sumber data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data 
tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik 
wawancara langsung, UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan 
ibadah haji, Surat Keputusan Kementerian Agama RI No. 32 tahun 2015 
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tentang penetapan kuota haji, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, 
catatan ilmiah dan dokumen resmi lainnya. 
C. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan (Makassar). Alasan peneliti memilih tempat dan lokasi tersebut 
dikarenakan fokus penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wewenang 
pemerintah dalam penyelenggaraan dan penetapan kuota ibadah haji di 
Kota Makassar. 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah narasumber dari Kepala Seksi 
Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar 
Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan objek yang diteliti adalah 
mengenai implementasi Kewenangan Menteri Agama RI dalam 
Penetapan Kuota ibadah haji Tahun 2015 (Studi pada Penetapan Kuota 
Haji Kota di Makassar Tahun 2015) yang dilakukan oleh lembaga terkait. 
Adapun teknik penentuan subjek penelitian ini dengan menggunakan 
teknik “purpose sampling”. Sampel purposive adalah sampel yang dipilih 
karena memang menjadi sumber data dan kaya dengan informasi tentang 
fenomena yang ingin ditiliti. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah 
menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu berupa 
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pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan. Dimana 
dalam pelaksanaannya, penulis melakukan teknik pengumpulan data 
melalui:  
a.  Wawancara 
Wawancara atau interview adalah percakapan atau tanya jawab 
antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yakni 
wawancara yang tidak tertuju pada satu pedoman wawancara atau 
wawancara yang dilakukan bebas dimana penulis hanya menggunakan 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
Dimana dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 
garis besar permasalahan yang diteliti, yakni tentang implementasi 
kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 
Kuota Ibadah Haji yang dilakukan oleh Kepala Bidang Haji dan Umrah dan 
Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Tahun 2015 Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
b.  Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi pada awalnya 
dipergunakan dalam penelitian etnografi, yakni merupakan studi tentang 
kebudayaan suatu bangsa, dan tujuannya adalah untuk memahami suatu 
cara hidup dari pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. 
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c.  Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen, seperti berupa data-data, arsip-arsip dan gambar-
gambar ataupun bentuk lainnya. Dimana dalam kaidah metodologi 
penelitian, sumber data dibagi menjadi dua menurut cara perolehannya, 
yakni dataprimer (primary data) yang merupakan data yang diperoleh 
secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok atau 
organisasi. Dan data sekunder (secondary data) yakni data yang diperoleh 
dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan 
informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, 
termasuk majalah jurnal.65 
F. Analisis Data 
Setelah data relevan yang diperlukan telah berhasil dihimpun 
dalam penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif 
yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif 
yang mengangkat permasalahan di atas. Dalam hal ini, apa yang 
dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti 
dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Atas dasar itu, maka dapat 
diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada di 
masyarakat, sehubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama 
                                                             
65Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta, PT. Bumi Aksara.  hlm. 
53. 
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RI terhadap penetapan kuota ibadah haji di Kantor  Kementerian Agama 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Analisis Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kota Makassar 
Kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam 
penetapan kuota ibadah haji merupakan salah satu diantara tugas dan 
fungsinya dalam mekanisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia 
(PIHI), kuota haji yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari kerajaan 
Arab Saudi berlandaskan pada ketetapan organisasi konferensi islam, 
kuota yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi inilah yang ditetapkan 
menjadi kuota nasional melalui keputusan menteri dalam hal ini 
Kementerian Agama, Adapun kewenangan tersebut diatur dalam 
beberapa ketentuan berikut;. 
1.  Undang-Undang . Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
60 dan Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4845) sebagaimana telah diubah dengan Undarig-Undang Nomor 34 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti· 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji menjadi Undang-Undang; 
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht,m 2012 
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Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5345); 
3.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara; 
4.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas; 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana .telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan  Organisasi, Tugas,  dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara;  
5.  Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Agama Nomor 10 · 
Tahun 2010 tentang· Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 1114); 
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaran Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);  
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7. Peraturan Menteri"Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaran lbadah Haji . Khusus (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 899); 
 Bahwa dengan adanya dasar dari kewenangan tersebut, menteri 
kemudian dapat mengimplementasikannya dalam tindakan hukum 
pemerintah. tindakan hukum tersebut sesuai dengan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik dan asas-asas umum penyelenggaran ibadah 
haji.  
Dalam hal penetepan kuota haji pemerintah berdasar pada pasal 
28 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Menteri 
menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan 
memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Untuk penetpan kuota haji 
nasional, maka pemerintah memperhatikan Kuota haji ditetapkan oleh 
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU antara 
Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan 
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk 
setiap negara mengacu pada Kesepakatan KTT OKI tahun 1986 di 
Amman, Jordan. 
Penetapan dari kerajaan arab tersebut telah  mempertimbangkan 
jumlah penduduk muslim Indonesia dan/ atau jumlah daftar tunggu 
jemaah haji pada masing-masing provinsi. Kuota haji itu sendiri 
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merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan 
haji66 
Kouta haji nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibagi 
kedalam 2 kelompok. Yakni kuota haji reguler dan kuota haji khusus. 
Untuk penyelenggaraan haji tahun 2015, kouta haji nasional sejumlah 
168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang yang 
terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima 
ribu dua ratus) orang  dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (tiga belas 
ribu enam ratus) orang. Penetapan kuota haji nasional tersebut 
dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436 H/2015 
Masehi. 
Untuk kuota haji reguler provinsi Sulawesi Selatan dalam salinan 
Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2015 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436 H/2015 Masehi 
ditetapkan sebanyak 5.777 orang (sudah termasuk petugas haji).  
Atas dasar surat keputusan menteri tersebut, untuk kuota haji di 
provinsi Sulawesi selatan, Gubernur kemudian menetapkan kuota haji 
setiap kabupaten/ kota dalam surat keputusan gubernur Sulawesi selatan 
nomor 951/IV/Tahun 2015. Sesuai penegasan Pasal 28 Ayat (3) UU No. 
13 Tahun 2008 bahwa ‘Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi 
sebagimana dimaksud pada Ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota’. 
                                                             
66 http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1567 diakses pada  6 mei 2016 pkl 18.30 Wita. 
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Khusus untuk kuota haji Kota Makassar, Gubernur menetapkan 906 
Kuota jamaah haji yang di berangkatkan pada penyelenggaran haji 2015. 
Penetapan kuota tersebut menempatkan kota Makassar sebagai 
penerima kuota terbanyak di provinsi Sulawesi selatan, hal tersebut 
dikarenakan banyaknya jumlah penduduk di kota Makassar yang 
mencapai 1.759.058 orang dengan jumah penduduk muslim sebanyak 
1.363.925 orang67.  
Penetapan kuota haji oleh gubernur provinsi Sulawesi-selatan 
khsususnya di kota Makassar , dengan jumlah penduduk muslim sejuta 
lebih maka apabila mengacu pada rumus penetapan kuota haji yakni satu 
kuota untuk seribu orang warga muslim (1/1000) maka dari total jumlah 
penduduk muslim kota Makassar dengan kuota tahun 2015 belum 
memenuhi prinsip proporsional dalam penetapan kuota haji68. 
Kuota haji kota Makassar yang telah ditetapkan pada tahun 2015, 
pada implementasinya dilapangan dari 906 kuota yang terdaftar sebagai 
calon jamaah, hanya 2 orang yang tidak dapat diberangkatkan dengan 
alasan hamil dan meninggal dunia. Sehingga pada hari pemberangkatan, 
calon jamaah haji sesuai kuota yang telah ditetapkan tetap bisa dilakukan 
pemberangkatan tanpa mengisi atau menggantikan kuota yang kosong 
tersebut69. 
                                                             
67 Data Kemenag Kota Makassar Provinsi Sulsel Tahun 2015 
68 Wawancara, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Kota Makassar Provinsi 
Sul-Sel tanggal  28 Maret 2016. Pukul 11.30 WITA 
69 Wawancara, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Kota Makassar Provinsi 
Sul-Sel tanggal  28 Maret 2016. Pukul 11.30 WITA 
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Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan 
Dokumen Haji menyebutkan bahwa untuk teknis penyelenggraan ibadah 
haji mulai dalam bentuk pendaftaran haji, setiap tahunnya di masing-
masing  wilayah Negara Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip 
pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran (fi rst come fi rst served) 
yang digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan jemaah 
haji walaupun diakuinya pula bahwa masih banyak masyarakat yang 
mengeluhkan tentang daftar tunggu yang lama.  
Secara teknis, proses pendaftaran dilayani setiap hari kerja di 
kantor Kementerian Agama kota Makassar, dilaksanakan secara online 
melalui system informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat).70 
Untuk pelaksanaan haji 2015 di kota Makassar, dari kuota 906 orang, 
pesebaran jamaah menurut umur bisa dilihat dalam tabel berikut; 
Tabel 4.1 Berdasarkan Usia. Termasuk Petugas Kloter 
No Usia Jumlah Persen (%) 
1 10-20 Tahun 38 4,19 
2 21-30 Tahun 107 11,81 
3 31-40 Tahun 104 11,47 
4 41-50 Tahun 128 14,12 
5 51-60 Tahun 144 15,89 
6 61-70 Tahun 187 20,64 
7 71-80 Tahun 109 12,03 
8 > 80 Tahun 89 9,82 
 Jumlah 906 100,00 
 Sumber: Data PHU Kemenag Makassar Kuota Tahun 2015 
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa jamaah haji persebarannya 
menurut umur didominanasi oleh orang yang telah berumur 60 tahun 
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keatas atau disebutnya masa rentang, hal tersebut menunjukkan bahwa 
itulah dampak dari daftar tunggu calon jamaah yang sampai memakan 
waktu sampai 20 tahun perjamaah. Hal tersebut terjadi pula di Kota 
Makassar. 
 Di kota Makassar sendiri menurut hasil wawancara penulis, daftar 
tunggu ‘waiting list’ calon jamaah haji mencapai 1-20 tahun lamanya, hal 
tersebut dikarenakan kouta haji nasional, kuota haji provinsi dan kouta haji 
kota yang terbatas sementara pendaftar calon jamaah setiap tahunnya di 
kota  Makassar meningkat  5%71.  
Sementara hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari 
dan waktu yang sama terlihat dokumen kuota haji di sulawesi Selatan 
khususnya Kota Makassar menunjukkan data nominasi kuota jemaah haji 
yang berhak melunasi dan cadangan 5% tertanggal 21 Mei 2015 
berjumlah 906 orang jemaah, dan ini berasal jenjang pendidikan berbeda 
dari berbagaiprofesi.72 Seperti yang tertera dalam tebel-tabel berikut; 
Tabel 4.2 Jenis Pendidikan Termasuk Petugas Kloter 
No Jenis Pendidikan Jumlah Persen (%) 
1 SD 71 7,83 
2 SMP 107 11,81 
3 SMA 158 17,43 
4 Sarjana Muda 154 16,99 
5 S1 186 20,52 
6 S2 134 14,79 
7 S3 96 10,59 
 Jumlah 906 100,00 
 Sumber: Data PHU Kemenag Makassar Kuota Tahun 2015 
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 Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jemaah haji yang berhak 
mengikuti penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2015 di kota 
Makassar  di dominasi oleh jenis pendidikan. strata satu (S1) yang 
memiliki presentase tertinggi dari jenis pendidikan lainnya (20,52%). Hal 
tersebut dikarenakan penduduk muslim kota Makassar sebagai 
masyarakat menengah (Terdidik) dominan di kota tersebut sehingga 
terkesan berdasarkan pada tabel tersebut meminggirkan orang yang 
memiliki pendidikan yang rendah (SD) . 
 Sedangkan untuk jemaah haji jika berdasarkan jenis 
pekerjaan/profesinya dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan/Profesi Termasuk Petugas Kloter 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Persen (%) 
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 130 14,34 
2 TNI/POLRI 107 11,81 
3 Pedagang 81 8,94 
4 Petani 98 10,81 
5 Ibu Rumah Tangga 56 6,18 
6 Pegwai Swasta 170 18,76 
7 Pelaraj/Mahasiswa 96 10,59 
8 Pegawai BUMN/BUMD 114 12,58 
9 Lain-lain (Wiraswasta/Buruh) 54 5,96 
 Jumlah 906 100,00 
Sumber: Data PHU Kemenag Makassar Kuota Tahun 2015 
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jemaah haji yang berhak 
mengikuti penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2015 di kota 
Makassar masih di dominasi oleh salah satu jenis pekerjaan, Pegawai 
Negeri Sipil dan TNI/Polri yang mendominasi presentase tertinggi dari 
jenis pekerjaan lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa PNS memiliki 
kesempatan lebih besar dan lebih banyak untuk menunaikan ibadah haji 
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dibandingkan jenis pekerjaan lainnya namun menurut Kepala Bidang Haji 
dan Umrah dalam realisasi pemberangkatan jemaah tidak pernah melihat 
jenis pekerjaan seseorang untuk diberangkatkan terlebih dahulu. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Haji dan Umrah upaya  
pemerintah sekarang ini dalam kewenangannya dapat penyelesaian 
penumpukan pendaftar calon jamaah Haji, dari  seluruh kuota yang ada 
harus diberikan kepada calon jamaah yang sudah resmi terdaftar, 
termasuk tidak boleh memberangkatkan jemaah haji yang sudah pernah 
berhaji begitupun tidak membiarkan adanya rombongan pejabat 
pemerintah yang membawa rombongan keluarga, famili, teman atau 
kerabat lainnya, sehingga  kuota haji yang ada dapat dimanfaatkan oleh 
orang yang tepat dan yang berhak73. 
Dari data dan fakta tersebut di atas, Implementasi penetapan 
kuota haji di kota Makassar dapat disimpulkan secara keseluruhan belum 
terlaksana dengan baik karena tidak seimbangnya kuota yang tersedia 
dengan pendaftar setiap tahunnya yang semakin meningkat dengan kuota 
haji yang terbatas, walaupun untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 
2015 berdasarkan fakta di atas, Kementerian Agama Wilayah Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya menyelenggarakan 
ibadah haji dengan baik tanpa membeda-bedakan pekerjaan, pendidikan 
maupun umur, namun secara prosedural belum dimaksimalkan oleh 
Penyelenggaraan Haji karena kurangnya transparansi akan penggunaan 
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kuota tersebut yang harus berangkat terlebih dahulu karena pada faktanya 
masih saja ada beberapa orang yang berangkat lebih cepat dan ada pula 
yang menunggu lebih lama sehingga penulis menganggap 
implementasinya masih setengah hati. 
B. Analisis Prinsip Adil dan Proporsional dalam Penetapan Kuota 
Haji di Kota Makassar 
Pada dasarnya sistem penetapan kuota haji sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2008 diatur bahwa: 
Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi 
dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Menteri agama 
melalui kewenangannya mempertimbangkan segala aspek dalam 
penentuan kuota nasional tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan haji.  
Untuk tahun 2015 Penetapan kuota haji di Indonesia diatur dalam 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 32 Tahun 2015 
tentang penetapan kuota haji tahun 1436H/2015M, PP No.79 Tahun 2012 
Tentang Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji. Dimana dalam hal pertimbangan menjelaskan bahwa dalam 
rangka penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436H/2015M, perlu 
menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip adilan dan 
proporsional. Dalam menjaga prinsip tersebut, maka pemerintah perlu 
mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia dan/ atau jumlah 
daftar tunggu jemaah haji pada masing-masing provinsi. 
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Dalam hal kuota haji nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan 
pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan 
menggunakan kuota bebas secara nasional. Hal ini dapat dilihat pada 
Pasal 28 Ayat (3) dalam penjelasan umum UU No. 13 tahun 2008 bahwa : 
“Yang dimaksud dengan "kuota bebas secara nasional" adalah sisa 
kuota yang disediakan bagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar 
dalam daftar tunggu dengan memperhatikan proporsionalitas kuota 
provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus” 
 
Hasil wawancara Kepala Bidang Haji dan Umrah bahwa ketetapan 
atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi 
sumberdaya dan kesempatan untuk berhaji perlu dilakukan prinsip adil 
dan proporsional melalui kebijakan teknis dan operasional bagi 
pendaftaran haji pada penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kewenangan 
pemerintah seperti 1) Pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia setiap 
tahun berjalan dengan jumlah kuota baik itu kuota jemaah haji reguler, 
maupun kuota jemaah haji khusus, 2) Melaksanakan pendaftaran calon 
jemaah haji di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/kota 
tempat domisili calon jemaah haji dengan melakukan penyetoran awal 
berdasarkan BPIH dengan besaran yang sudah ditetapkan bagi calon 
jemaah haji reguler dan bagi jemaah haji khusus melalui Bank Penerima 
Setoran (BPS) BPIH yang telah terkoneksi secara online dengan Siskohat 
dan telah meliputi 420 kabupaten/kota dari 469 kantor Kemenag se-
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Indonesia, hal ini dilakukan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan 
dengan tertib, adil dan proporsional.74 
Sebenarnya Kuota haji setiap Negara ditetapkan oleh Pemerintah 
Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU antara Pemerintah 
Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah 
Haji tahun berjalan. Kouta yang telah ditetapkan tersebut kemudian 
Menteri menetapkan kuota haji nasional dan kouta haji provinsi. 
Selanjutnya gubernur menetapkan kuota haji kabupaten/kota dengan 
prinsip adil dan proporsional sesuai pasal 10 UU No 13 tahun 2008. 
Di Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini terdapat 24 kabupaten/kota 
dengan jumlah penduduk sebanyak 12.509.937 orang (Data Kemenag RI 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). Mayoritas penduduk Provinsi 
Sulawesi selatan adalah beragama islam. Dalam hal penyelenggaraan 
haji sesuai SK Menteri Agama ditetapkan kuota haji Provinsi Sulawesi 
Selatan sebanyak 5.777 Orang (termasuk petugas haji). Kuota ini yang 
oleh Gubernur Sulawesi selatan ditetapkan ke dalam kuota 
kabupaten/kota di 24 kabupaten/kota di Sulawesi selatan, termasuk kota 
Makassar. 
Kota makassaar sebagai bagian dari provinsi Sulawesi selatan 
adalah salah satu kota penyelenggara ibadah haji, setiap tahunnya ribuan 
pendaftar mendatangi kantor kemenag kota Makassar untuk dapat 
diberangkatkan ke tanah suci mekah (berhaji), tentu sebagai 
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penyelenggara haji, kemenag kota Makassar telah memberikan  
pelayanan terbaik kepada setiap umat islam yang ingin mendaftarkan diri, 
namun kendala terbanyak yang dihadapi adalah terbatasnya kuota haji 
disetiap kabupaten/kota hal tersebut sejalan dengan terbatasnya kuota 
haji nasional yang hanya berkisar 168.800 orang untuk tahun 2015.  
Untuk Jumlah penduduk di kota Makassar penduduknya saat ini 
telah tercatat yang mencapai 1.759.058 orang dengan jumah penduduk 
muslim sebanyak 1.363.925 orang. Kota Makassar sebagai salah satu 
kota metropolitan salah satu jumlah penduduk terpadat di Indonesia tentu 
perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah dalam penyelenggaraan 
ibadah haji.  Namun gubenur dalam menetapkan kuota haji di 
kabupaten/kota tentu memperhatikan aspek tersebut, hal ini dibenarkan 
oleh Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag RI Kota Makassar yang 
menegaskan bahwa setiap tahunnya SK yang diterima untuk penetapan 
kuota tidak pernah mengalami penurunan drastis, artinya sifatnya fluktuatif 
disesuaikan dengan kuota nasional yang ada, apabila kuota nasionalnya 
lebih banyak dari tahun sebelumnya tentu kuota haji kota Makassar juga 
akan meningkat pula. 
Kuota haji kota Makassar di tahun 2015 mendapatkan kouta 906 
dari  5.777 total kuota haji provinsi. Dengan kuota tersebut menempatkan 
kota Makassar sebagai kota yang memiliki jumlah kuota haji terbanyak di 
Sulawesi selatan, apabila dibandingkan dengan kota lain misalnya 
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kabupaten gowa yang mendapat kuota haji hanya 479 atau setengah dari 
kuota haji kota Makassar. 
Kalau penulis menganalisis jumlah kuota haji yang didapatkan oleh 
kota Makassar di tahun 2015 dengan melihat jumlah penduduk muslim 
dan daftar tunggu calon jamaah serta mempertimbangkan kuota haji yang 
didapatkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan tentu sangat wajar 
ketika 25 % dari jumlah kuota haji provinsi dimiliki oleh Kota Makassar. 
Penetapan ini tentunya disesuaikan dengan prinsip adil dan proporsional 
yang dianut oleh UU No. 13 tahun 2008 dalam menetapkan kuota haji baik 
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. 
Kendati demikian, penetapan kuota haji untuk kota Makassar setiap 
tahun pelaksanaan haji semakin menurun, salah satu faktornya adalah 
kuota haji nasional yang mengalami pengurangan dari Kerajaan Arab 
Saudi yang berimbas pada kuota haji Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 
berkurang, hal ini merupakan dampak dari Renovasi dan perluasan 
masjidil Haram di Kota Mekah 4 Tahun terakhir ini. Sehingga berdampak 
pula terhadap daftar tunggu yang semakin panjang khususnya di kota 
Makassar. Tabel berikut memperlihatkan terjadinya penurunan dalam 
penetapan kuota di Kota Makassar sejak tahun 2011-2015: 
Tabel 4.4 Kuota Haji Kota Makassar Tahun 2011 – Tahun 2015 
2011 2012 2013 2014 2015 
1276 Orang 1132 Orang 921 Orang 931 Orang 906 Orang 
Sumber: Data PHU Kemenag Makassar Kuota Tahun 2015 
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 Secara umum kuota haji  mengalami penurunan bukan hanya di 
kota Makassar, semua daerah di Indonesia mengalami hal yang sama, hal 
tersebut tentu adalah masalah yang rumit, hal tersebut dibenarkan oleh 
Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Kota Makassar, dengan 
terbatasnya kuota tersebut membuat para penyelenggara dituntut semakin 
professional dan mengutamakan calon jamaah untuk berangkat 
berdasarkan tahun mendaftar namun fakta di lapangan selalu saja berkata 
lain, ditengah terbatasnya kuota tersebut pemerintah seolah tidak 
transparan dalam pemberangkatan haji setiap tahunnya karena tidak 
jelasnya setiap orang/pendaftar akan menunggu berapa tahun dan siapa 
yang lebih dahulu diberangkatkan karena ada beberapa calon jamaah 
yang hanya mengantri selama 2 tahun tapi ada pula yang mengantri 
selama 10 tahun, hal tersebut diakaui pula oleh Kepala Bidang Haji dan 
Umrah tentang fenomena tersebut terjadi pula di makassar. 
Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Haji dan Umrah 
menegaskan bahwa prinsip adil dan proporsional dalam penetapan kuota 
haji sebenarnya harus berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, 
tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang, prinsip adil yang dimaksud 
dalam hal ini adalah setiap daerah atau provinsi maupun kota punya 
jumlah penduduk yang berbeda beda dan jumlah penduduk muslim yang 
berbeda pula, tentu adil yang dimaksud adalah bukan dengan 
memberikan kuota haji yang sama setiap daerah tapi memberikan sesuai 
dengan pertimbangan jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu calon 
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jamaah nya. Sedangkan proporsional dijelaskan bahwa setiap penentuan 
kuota jamaah haji di provinsi maupun kabupaten/ kota harus disesuaikan 
dengan proporsi daftar tunggunya yang terbanyak tentu mendapat kuota 
yang banyak pula. Seperti di tahun 2015 kuota haji Makassar terbanyak 
karena memiliki daftar tunggu jamaah yang terbanyak di Sulawesi Selatan 
dan terbanyak ke lima nasional setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Sumatera Utara.75 
Sesuai teorinya, Prinsip adil adalah memperbolehkan  keterlibatan 
pemerintah untuk mewujudkan keadilan distributif, dalam hal ini, 
pemerintah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan ibadah haji, 
sehingga penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan tertib. Dalam 
penyelenggaraan ibadah haji, maka setiap orang mempunyai kebebasan 
yang sama untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Dalam hal pendaftaran 
sampai kepada keberangkatan ibadah haji, tidak memandang stratifikasi 
sosial. Hal tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara 
yang mengamanatkan bahwa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Jadi prinsip adil perlu diterapkan dalam seluruh aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan 
ibadah haji. 
Sejalan dengan teori, bahwa keadilan merupakan suatu situasi 
sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. 
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Pemahaman keadilan sering menekankan pada keadilan distibutif, 
keadilan prosedural dan keadilan interaksional. 
Sedangkan Proporsional menurut penulis adalah membagi rata 
sesuai kebutuhan masing-masing, kalau dikaitkan dengan 
penyelenggaraan ibadah haji dalam hal penetapan kuota maka 
proporsional berarti kouta haji itu harus lebih banyak jumlahnya di daerah 
yang jumlah penduduk muslimnya lebih banyak dan daftar tunggu hajinya 
lebih banyak. Karena hal tersebut berkaitan dengan asas kesamaan hak 
terhadap warga Negara untuk menunaikan kewajiban haji.  
Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan 
Dokumen Haji menyebutkan bahwa “Prinsip adil dan proporsional itu tidak 
memandang stratifikasi sosial, siapa saja warga negara berhak untuk 
diterima dan didaftarkan menjadi calon jemaah haji dengan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Warga Negara 
Asing (WNA) dapat mendaftar sebagai jemaah haji sesuai prinsip 
pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran dengan ketentuan: wajib 
mempunyai hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah dari 
WNI yang telah terdaftar sebagai jemaah haji dan wajib mempunyai izin 
tinggal sementara paling sedikit enam bulan.76 
Berdasarkan hasil wawancara dan fakta yang ada penulis dapat 
menyimpulkan bahwa prinsip adil dan proporsional yang dijalankan oleh 
Kementerian Agama RI dan Gubenur Sulawesi Selatan dalam 
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menetapkan kuota haji Provinsi dan kuota Haji di Kota Makassar.  Belum 
sejalan dengan cita-cita UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dan perundang-undangan lainnya. Penetapan tersebut belum 
memenuhi prinsip adil dan proporsional apabila melihat jumlah daftar 
tunggu di tahun 2015.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Implementasi Penetapan Kuota Haji di Kota Makassar tahun 2015 
belum terlaksana dengan baik karena tidak seimbangnya antara 
pendaftar calon jemaah haji dengan batasan kuota haji yang 
ditetapkan setiap tahun sehingga sebagian calon jemaah haji harus 
menunggu/mengantri 10 tahun atau lebih untuk diberangkatkan. 
2. Prinsip adil dan proporsional yang dijalankan Kementerian Agama 
dalam penetapan kuota haji di kota Makassar belum sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji, karena belum 
jelasnya syarat dan prosedurnya pemberangkatannya, terdapat 
beberapa calon jemaah haji yang mengantri hanya 2 tahun sudah 
dapat diberangkatkan namun ada pula yang sampai menunggu 
bertahun-tahun untuk dapat diberangkatkan.  . 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 
1. Hendaknya Pemerintah Indonesia melakukan MoU 
(Memorandum Of Understanding) dengan Kerajaan Arab Saudi 
dalam menambah jumlah kuota haji nasional setiap tahunnya 
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ditengah fenomena daftar tunggu yang ada dan telah 
membludak khususnya di Kota Makassar, sehingga 
Implementasi penetapan kuota haji di setiap Provinsi dapat 
dilaksanankan dengan optimal sesuai proporsi penduduk 
masing-masing dan atau jumlah daftar tunggu  disetiap Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota; 
2. Hendaknya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama 
Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan pada Bidang  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk seyogyanya 
mensosialisasikan secara massif tentang persyaratan calon 
jamah yang akan diberangkatkan dalam tiap tahunnya secara 
transparan kepada masyarakat agar memenuhi prinsip adil dan 
Proporsional, hal ini sebagai bentuk transparansi dan suksesnya 
pemerintah memberikan pelayanan yang optimal terhadap para 
calon jemaah haji. 
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